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Jual beli adalah persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah 
disepakati keduanya. Jual beli secara akadnya, praktiknya maupun jenis barang 
yang diperjualbelikan, banyak sekali jenis dan bentuknya. Salah satunya yaitu jual 
beli burung murai batu yang terjadi di Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar 
Lampung. Adapun praktiknya yang terjadi jual beli burung murai batu ini terdapat 
dua cara yaitu dengan garansi dan non garansi. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik jual beli burung Murai Batu dengan 
sistem garansi?. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik tersebut jual 
beli burung Murai Batu dengan sistem garansi?. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (field research), dinamakan studi 
lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui sejelas mungkin bagaimana praktik jual beli burung Murai Batu 
dengan garansi dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 
praktik jual beli burung Murai Batu dengan garansi. Dan metode pengumpulan 
dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan 
bahwa: 1. Praktik jual beli burung Murai Batu dengan garansi di kios burung Bird 
House dengan cara pembeli membeli burung tersebut dengan melihatnya tanpa 
mengetahui jenis kelaminnya, akan tetapi penjual memberi garansi terhadap 
burung tersebut. Jika tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan oleh 
pembeli, maka penjual akan mengganti burung tersebut dengan burung anakan 
(trotolan) lagi. Apabila dilihat dengan keadaan pembeli yang sudah membesarkan 
burung tersebut dan telah mengeluarkan sejumlah biaya, waktu dan tenaga, 
kemudian burung tersebut ditukar dengan burung yang masih anakan tersebut, 
sehingga dalam hal ini pembeli sangat dirugikan. 2. Tinjauan hukum Islam 
tentang praktik jual beli burung Murai Batu dengan sistem garansi berdasarkan 
jenis kelamin di kios Bird House house adalah tidak sah dan tidak boleh. Sebab 
untuk keabsahan transaksi jual beli harus memenuhi seluruh rukun dan syarat 
yang antara lain adalah: 1, suci atau bersih barangnya. 2, barang atau objek yang 
diperjualbelikan dapat dimanfaatkan. 3, barang yang diperjualbelikan milik orang 
yang melakukan akad. 4, barang atau benda yang diperjualbelikan dapat 
diserahkan. 5, barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas (mu‟ayyan) 
dan diketahui oleh kedua belah pihak. Pada praktiknya, jual beli burung murai 
batu dengan garansi yang terjadi kios burung Bird House objeknya belum jelas 
yaitu jenis kelamin burung tersebut. Saran: 1. Hendaknya penjual mengkaji 
kembali tentang praktik jual beli burung Murai Batu dengan garansi di kios 
burung Bird House serta memberi penjelasan kepada pembeli saat melakukan 
transaksi ini agar memahami secara jelas. 2. Pembeli harus lebih teliti dalam 
memahami hukum Islam sebagai landasa transaksi praktik jual beli burung Murai 
Batu dengan sistem garansi berdasarkan jenis kelamin di kios burung Bird House 









“Hukum asal pada muamalat adalah diperbolehkan (mubah), selama tidak ada 
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A. Penegasan Judul 
Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat 
mempermudah dalam memahami skripsi ini, perlu adanya ulasan terhadap 
penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul 
ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 
kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 
digunakan. Dan skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 
Burung Murai Batu dengan Garansi” (Studi Kasus di Kios Burung Bird House 
Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung). 
Berikut uraiannya: 
1. Tinjauan hukum Islam adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, 
pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari tentang sesuatu hal),
1
 
dengan menggunakan barometer seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah swt yang mengatur berbagai aspek di kehidupan manusia.
2
 
2. Jual beli burung Murai Batu adalah suatu perjanjian tukar menukar barang 
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 
lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.1060. 
2
 Wahyuddin Achmad, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Grasindo, 1998), h. 63. 
syara‟ (hukum Islam).
3
 Yang dalam praktik transaksi jual beli hal ini objek 
dalam transaksi tersebut ialah burung Murai Batu.  
3. Garansi adalah merupakan cara pemasaran burung, di mana burung murai 
batu yang telah dipasarkan di bagi ke dalam 2 cara penjualan yaitu cara 
garansi dan bukan garansi. Perberdaannya ialah harga garansi lebih tinggi 
dari harga yang tidak menggunakan garansi. Burung yang dijual 
menggunakan garansi, pembeli dapat ditentukan jenis kelaminnya sesuai 




Berdasarkan beberapa istilah yang di atas, penulis menyimpulkan 
bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini ialah untuk mengetahui dan 
mengkaji tentang bagaimana praktik jual beli burung Murai Batu dengan 
garansi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 
B. Alasan Memilih Judul  
Ada beberapa alasan penulis dalam memilih judul skripsi yaitu sebagai 
berikut : 
1. Alasan Objektif 
Membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli burung 
Murai Batu dengan garansi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung sangat 
menarik dan begitu penting untuk diteliti dikarenakan adanya kesenjangan 
                                                             
3
 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan 
Bisnis), (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 
h.140. 
4
 Wawancara dengan Sutrisno, selaku pemilik kios burung Bird House dan Penjual 
burung Murai Batu, Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 2019. 
atau kesalahpahaman, di mana tidak adanya akad yang jelas dalam jual beli 
burung Murai Batu dengan garansi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 
2. Alasan Subjektif 
a. Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan 
sesuai dengan waktu yang direncanakan serta didukung oleh tersedianya 
data-data dan literatur yang menunjang, sehingga sangat memungkinkan 
untuk dilakukan penelitian. 
b. Ditinjau dari aspek bahasan, judul ini merupakan salah satu disiplin ilmu 
yang dipelajari di bidang Mu‟amalah Fakultas Syari‟ah Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung yaitu tentang jual beli. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk 
kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal 
dengan istilah mu‟amalah.
5
 Adapun salah satu bentuk mu‟amalah dalam Islam 
adalah jual beli.  
Jual beli adalah persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang 
telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan 
oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka 
antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Tata aturan 
seperti ini terdapat pada Al-Qur‟an Surah An-Nisa ayat 29: 
                                                             
5
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11. 
َٰٓأََُّٚٓا ٍََٱََٚ  َُُكىَتََِنَِّزٚ ۡٛ نَُكىَتَ  َٕ ْاَأَۡي َٰٕٓ ِطمَِٱَءاَيُُْٕاَََلَذَۡأُكهُ َشجًََعٍَذََشاٖضََۡنثَ  َذَِج  ٌَ َأٌََذَُكٕ َٰٓ إَِلَّ
ُُكۡىَ  ََيِّ ٌَّ َإِ ْاَأََفَُسُكۡى  َٰٕٓ ُ ََلَذَۡقرُه ََٱَٔ اََّللَّ ًٗ َتُِكۡىََسِحٛ ٌَ  ٢ََٕكا
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memperbolehkan jual beli 
dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan 
agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya. Yakni jual beli yang 
terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan dan lain sebagainya. Serta harus 
didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.
6
 
Islam juga telah ditetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah 
diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, baik mengenai rukun, syarat, maupun 
jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dengan 
perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus 
lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, karena dalam transaksi 
jual beli tersebut melibatkan dua orang yang berbeda, maka di dalam 
praktiknya transaksi tersebut diharuskan adanya transparasi barang yang 
dijual.  
Jual beli secara akadnya, praktiknya maupun jenis barang yang 
diperjualbelikan, banyak sekali jenis dan bentuknya. Salah satunya yaitu jual 
beli burung murai batu yang terjadi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 
Adapun praktiknya yang terjadi jual beli burung murai batu ini terdapat 
macam-macam jenis. Ada yang menggunakan sistem garansi dan ada yang 
                                                             
6
 Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h.278. 
tidak menggunakan sistem garansi. Sistem garansi sendiri merupakan sistem 
jual beli di mana harga burung bisa naik hingga 2 kali lipat dari harga sistem 
yang tidak menggunakan garansi, sebab pembeli bisa menentukan atau 
meminta kepada penjual tentang jenis kelamin burung yang ingin dibeli dan 
pembeli tersebut akan diberikan garansi waktu hingga burung itu tumbuh 
besar. Sedangkan sistem yang tidak menggunakan garansi, pembeli tidak bisa 
menentukan atau memilih jenis kelamin burung yang ingin dibeli dan 
harganya pun berbeda. Harga untuk burung yang tidak bergaransi dipatok 
sekitar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 2.000.000, sedangkan burung Murai yang 
bergaransi dipatok sekitar Rp. 3.000.000 hingga Rp. 4.000.000.   
Praktik yang terjadi dalam jual beli burung murai batu dengan garansi 
ini telah diatur dalam cakupan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 
hak perlindungan konsumen. Dalam praktik yang terjadi di Kelurahan Sumur 
Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, di mana penjual tidak 
benar-benar memberikan jenis kelamin yang diinginkan oleh pembeli. 
Pembeli sering kali membeli burung dengan jenis kelamin yang salah, setelah 
dirawat hingga besar ternyata burung tersebut tidak sesuai dengan keinginkan 




Hukum Islam mengatur hubungan seseorang atau lebih yang telah 
melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau 
lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. 
                                                             
7
 Arif, wawancara pra riset dengan Penulis, Bandar Lampung, 21 April 2020. 
Karena pengertian akad yakni setiap tindakan yang timbul dari kehendak 
kedua belah pihak berdasarkan suka sama suka yang dibuktikan melalui ijab 




Kasus ini merupakan permalasahan yang terjadi dalam akad perjanjian 
jual beli burung murai batu sistem garansi yang belum terpenuhi dikarenakan 
salah satu pihak yaitu penjual tidak memenuhi haknya menjual barang yang 
sebelumnya sudah disepakati oleh pembeli sehingga mengakibatkan kerugian 
untuk pembeli tersebut.  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis 
tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Jual Beli Burung Murai Batu dengan Garansi (Studi Kasus di Kios 
Burung Bird House Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar 
Lampung)”. 
D. Fokus Penelitian 
Penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus adapun maksud dalam 
merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu 
pertama, fokus dapat membatasi studi; kedua, penetapan fokus berfungsi untuk 
memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk keluar atau informasi baru yang 
diperoleh di lapangan. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak 
oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus 
penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan 
                                                             
8
 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 
h. 19. 
penelitian. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih di dasarkan pada 
tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. 
Penelitian ini akan di fokuskan pada “Bagaimana Praktik Jual Beli Burung 
Murai Batu dengan Garansi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka peneliti  
merumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut : 
1. Bagaimana praktik jual beli burung murai batu dengan garansi di kelurahan 
Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli burung murai 
batu dengan garansi di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung 
Utara Bandar Lampung? 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
a. Agar dapat mengungkap dan membenarkan tentang praktik jual beli 
burung Murai Batu dengan garansi berdasarkan jenis kelamin di 
kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 
b. Untuk memahami tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli burung 
murai batu dengan garansi di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk 




2. Manfaat penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi khazanah pengetahuan, 
khususnya mengenai Jual Beli berdasarkan syariat Islam yang benar dan 
yang dianjurkan. 
G. Signifikansi Penelitian 
Signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini 
yaitu, antara lain: 
1. Secara teoritis, peneltian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 
kepada masyarakat mengenai praktik jual beli yang dilakukan dalam 
keadaan terdesak, serta penelitian ini dianggap bermanfaat, karena dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan 
dalam jual beli. 
2. Secara praktis, guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H 
pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 
Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 
masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian bisa 





1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (field 
research), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu 
pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.
9
 Dari berbagai informasi 
yang berkaitan, dari buku-buku yang membahas tentang jual beli yang ter 
khususkan pada jual beli burung murai batu sistem garansi berdasarkan 
jenis kelamin di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara 
Bandar Lampung dalam hukum Islam. 
b. Sifat Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat 
mengambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.
10
 
Dalam hal ini untuk mengetahui masalah pelaksanaan praktik jual beli 
burung murai batu dengan garansi di kelurahan Sumur Batu kecamatan 
Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh dari 
responden guna untuk keperluan penelitian yang dimaksud.
11
 Dalam 
penelitian, lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
                                                             
9
 Syahri, Pokok-Pokok Antropologi Budaya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006), h. 
50-51. 
10
 Juliansyah Noor, Metedeologi Penelitian, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2012),h. 34. 
11
 Suharsismi Arikunto, Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1998), h. 114. 
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan 
atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam 
penelitian.
12
 Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung 
dari lapangan yaitu hasil dari wawancara oleh pedagang pasar dan 
pengelola pasar, hasil dari observasi melihat secara langsung bagaimana 
praktik jual beli burung murai batu sistem garansi berdasarkan jenis 
kelamin di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar 
Lampung. Dan hasil dari dokumentasi seperti buku-buku maupun 
catatan-catatan. 
Data primer merupakan sumber pokok dalam skripsi ini, di mana 
berisi data tentang pengalaman pembeli yang sudah membeli burung 
Murai Batu. 
b. Data Sekunder   
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, 
tidak lagsung dari subjek penelitinya.
13
 Data sekunder bersumber dari 
beberapa sumber yang releven dengan penelitian yang dilakukan, antara 
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3. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk di pelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan 
hanya sekedar objek atau subjek yang di pelajari, tetapi seluruh 
karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Menurut Suharsimi 
Arikunto pupulasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seorang 
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 
penelitiannya juga merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga 
disebut studi populasi.
15
 Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 yang 
terdiri dari 3 penjual dan 8 pembeli. Karena jumlah populasi kurang dari 
100 maka penelitian ini adalah penelitian populasi. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang penulis lakukan terhitung dari 
tanggal 19 November 2019 sampai dengan 21 April 2020 ialah 
menggunakan beberapa metode di bawah ini yaitu berupa : 
a. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik tentang 
gejala-gejala yang akan diselidiki.
16
 Merupakan suatu cara yang 
dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan. 
Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk 
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membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari interview 
terhadap penjual dan pembeli burung murai batu. 
b. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, 
jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.
17
 Peneliti 
menggunakan teknik wawancara berstruktur di mana pewawancara 
bertanya langsung kepada penjual dan pembeli burung murai batu. 
c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 
berupa catatan, transrkip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya.
18
 
Adapun dokumentasi yang digunakan dalam skripsi ini berupa arsip-arsip 
maupun keterangan yang berkaitan dengan bukti adanya jual beli burung 
murai batu sistem garansi berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Sumur 
Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 
5. Metode Pengolahan Data 
a. Editing  
Editing memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan 
sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relavan sesuai dengan masalah. 
Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang 
terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah 
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b. Coding  
Coding pemberian tanda kata yang diperoleh, baik berupa 
penomoran ataupun penggunaan tanda simbol atau kata tertentu yang 





Analizing merupakan tahapan analisis dan perumusan terkait 
praktik jual beli burung murai batu sistem garansi berdasarkan jenis 
kelamin di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar 
Lampung. 
6. Metode Analisis Data  
Untuk menganalisi suatu data terdapat dua metode cara berfikir 
dalam membahas dan mengadakan analisis data, yaitu sebagai berikut:  
a. Deduktif  
Metode deduktif yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat 
khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum”.
21
 
Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat 
mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Alquran, 
hadis dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang 
khusus. 
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b. Induktif  
Metode induktif yaitu “menetapkan suatu kesimpulan yang 
bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat 
khusus”.
22
 Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat 
umum menjadi khusus. 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.
23
 
Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian 
dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara data yang 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., h. 28. 
BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Hukum Islam 
a. Pengertian dan Sumber Hukum Islam 
Secara bahasa kata hukum berasal dari kata bahasa Arab hukm 
dengan kata jamaknya ahkam yang berarti putusan, ketetapan, perintah, 
pemerintahan, kekuasaaan, hukuman dan lain-lain. Sementara itu, 
pengertian hukum yang lebih umum secara bahasa adalah “memutuskan 
sesuatu dengan suatu keputusan, baik keputusan tersebut mengikat orang 
lain atau tidak mengikat”.
25
 
Kata hukum dalam Alquran digunakan antara lain dalam 
pengertian “putusan” atau “ketetapan” yang ada hubungannya dengan 
perbuatan Allah swt dan ada juga yang berhubungan dengan perbuatan 
manusia. Hukum yang menyangkut perbuatan Allah swt adalah 
keputusan yang akan Allah swt berikan di akhirat terhadap permasalahan 
yang diperdebatkan manusia, antara lain masalah keyakinan dan masalah 
ibadah.
26
 Hukum menyangkut perbuatan manusia adalah hukum sebagai 
perintah Allah swt agar memutuskan perkara atau urusan berdasarkan 
keadilan dan sesuai yang diajarkan oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana 
yang dijelaskan oleh Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 5 yang 
berbunyi:  
وََٱ ٕۡ ََۡنَٛ َنَُكُى ٱأُِحمَّ
ُدَ  ِّثَ  ََنطَّٛ طََعاُو ٍََٱَٔ َأََُنَِّزٚ ةََٱٔذُْٕا ََۡنِكرَ  َِحّمّٞ طََعاُيُكۡى َٔ َ َنَُّكۡى ِحّمّٞ
ََٔ َ ُۡى  دَُٱنَّٓ ۡحَصَُ  ًُ ََۡن ٍَ دَِٱِي ۡؤِيَُ  ًُ دَُٱَََٔۡن ۡحَصَُ  ًُ ََۡن ٍَ ٍََٱِي ََنَِّزٚ ةََٱأُٔذُْٕا ِيٍََۡنِكرَ 
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َأُجَُ ٍَّ ُْٕ ًُ رُ ۡٛ ََءاذَ ٍََّقَۡثهُِكۡىَإَِرآَٰ َََٕسُْ ٌٖٖۗ َأَۡخَذا َٰ٘ٓ ََلَُيرَِّخِز َٔ َ ٍَ فِِحٛ َشَُيَس  ۡٛ ََغ ٍَ ُيۡحِصُِٛ
َيٍََٚۡكفُۡشَتَِ ٍَِٱَٔ  ًَ ٚ هََُُّۡلِ ًَ َفََِٙۥفَقَۡذََحثِظَََع َٕ ُْ ََۡلَِٰٓخَشجَِٱَٔ ٍَ ٍََٱِي ِسِشٚ
َََ٘ۡنَخ 
 “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) 
orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu 
halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang 
menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al 
Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka 
dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak 
(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah 
beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah 
amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”. 
 
Dalam ayat lain Allah swt berfirman dalam surat al-Nisa‟ ayat 58 
yang berbunyi:  
َ ٌَّ ََٱإِ ََّللَّ ْٔا َذَُؤدُّ َأٌَ دَِٱَٚۡأُيُشُكۡى
 َُ ََۡلََي  ٍَ ۡٛ َتَ رُى ًۡ ََحَك إَِرا َٔ َ هَِٓا ْۡ َأَ َٰٓ  ٗ أٌَََنَُّاطَِٱإِنَ
ًُْٕاَتَِ ََۡنَعۡذِلَ ٱذَۡحُك ٌَّ ََٱإِ ََِّّللَّ اََِٚعظُُكىَتِ ًَّ ََٰٓۦََِِٖۗع ٌَّ ََٱإِ اَتَِصٛٗشاََّللَّ َٛعَۢ ًِ ََس ٌَ ٥َََ٘كا
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat”. 
 
Dan dalam surat yang sama ayat 105: 
 
ََإََِّآََٰ َك ۡٛ َإِنَ ةََٱأَََضۡنَُآَٰ
َتَََۡٛۡنَحقَِّٱتََِۡنِكرَ  َنِرَۡحُكَى ََنَُّاطَِٱٍَ َك َأََسى  آَٰ ًَ ٱتِ
 َُ َذَُكٍََّللَّ ََل َٔ
اَ ًٗ ََخِصٛ ٍَ ََ٘ٓٔنِّۡهَخآَٰئُِِٛ
 “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa 
yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi 
penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang 
yang khianat”. 
 
Lafal “hukum” jika dihubungkan dengan “Islam” sehingga 
menjadi kata “hukum Islam”, dalam Alquran dan literatur hukum dalam 
Islam sama sekali tidak ditemukan. Yang ada dalam Alqurana adalah 
kata syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya 
sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kata kata hukum Islam merupakan 
terjemahan dari term “Islamic Law” dari literature Barat. 
Hasbie Ash-Shiddiqie memberikan defenisi hukum Islam dengan 
“koleksi daya upaya fuqaha dalam menetapkan syariat Islam sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat”. Untuk memberikan kejelasan tentang 
arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti kata “hukum”. 
Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk 
mendekatkan kepada pengertian yang mudah dipahami, meski 
mengandung kelemahan, defenisi yang diambil oleh Muhammad 
Muslehuddin dari Oxford English Dictionary perlu diungkapkan. 
Menurutnya hukum adalah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari 
aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa 
tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya. 
Apabila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam 
berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan Sunnah 
Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 
berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.
27
 
Berdasarkan defenisi di atas yang telah dikemukakan, dapat 
dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih 
karena arti syara‟ dan fikih terkandung di dalamnya. 
Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yakni 
sumber hukum Islam materil yakni sumber hukum yang bentuk hukum 
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dalam sebuah negara dan sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum 
yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang 
kemudian disebut sebagai mashadir al-ahkam, sementara al-adillah asy-
syar‟iyyah merupakan sumber hukum materil.  
Istilah mashadir al-ahkam sendiri tidak dikenal dalam catatan-
catatan para ahli hukum masa klasik. Karena pada umumnya para ahli 
hukum klasik menggunakan istilah al-adillah al-syar‟iyyah. Secara 
umum kedua istilah ini memiliki mengertian yang berbeda antara satu 
sama lain. Mashadir berarti sumber, yakni wadah yang darinya digali 
norma-norma hukum tertentu, sedangkan al-adillah berarti dalil, yakni 
petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu.
28
 
 Membicarakan pengkatagorian untuk sumber hukum Islam, maka 
akan banyak spekulasi pambagian. Ada yang mengatakan empat 
(Alquran, hadis, ijma‟ dan qiyas), ada pula yang mengatakan hanya tiga 
(tanpa mengikutkan qiyas). Namun yang pasti dan diakui untuk semua 
kalangan adalah dua yakni Alquran dan hadis. Sedangkan untuk dua 
lainnya, masih menjadi perdebatan dan memerlukan kajian yang lebih 
dalam.  
1) Alquran. 
Alquran dan wahyu memiliki kaitan yang erat, karena Alquran 
merupakan bagian dari wahyu Allah swt. Secara etimologi, wahyu 
sendiri memiliki arti isyarat yang cepat (termasuk bisikan hati dan 
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ilham) surat, tulisan dan segala sesuatu yang disampaikankepada 
orang lain untuk diketahui. Sedangkan secara istilah wahyu adalah 
pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa 




Untuk definisi Alquran, meskipun berbagai kalangan 
memberikan definisi yang berbeda-beda, namun tidak memiliki 
perbedaan yang begitu berarti. Secara bahasa quran berasal dari kata 
qira‟ah, yakni masdar dari kata qara‟a, qira‟atan, qur‟anan. 
Sebagaimana firman Allah dalam QS. al Qiyamah:17-18 yang 
berbunyi sebagai berikut: 
ٌََّ َعََُّإِ ًۡ َُاََج ۡٛ َََُّۥَعهَ قُۡشَءا َُّف١َََََٔۥَٔ
 َ َََُّذَّثِعَۡٱفَئَِراَقََشۡأ  ٥َٔۥقُۡشَءا
 “Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (dalam 
dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya, Apabila Kami telah 
selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”. 
Secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama Alquran 
adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada 
nabi Muhammad saw, dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis 
dalam mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, yang 
membacanyanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al Fatihah dan 
dan diakhiri dengan surat al-Nas.
30
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Setelah menjelaskan definisi Alquran baik secara bahasa 
maupun istilah, maka ada beberapa hal yang perlu untuk digaris 
bawahi terhadap soal Alquran, yakni:  
a) Alquran tidak tersusun atas masalah-masalah hukum.  
b) Legislasi Alquran bersifat prinsip umum.31 
c) Dari keseluruhan ayat Alquran, hanya 5,8 % saja yang merupakan 
ayat-ayat hukum, yakni ibadah sebanyak 140 ayat, hukum keluarga 
sebanyak 70 ayat, ekonomi dan kontrak sebanyak 70 ayat, pidana 
sebanyak 30 ayat, peradilan sebanyak 13 ayat, hak dan kewajiban 
warga negara 10 ayat, hubungan ummat muslimin dengan non-




d) Dari ayat-ayat hukum tersebut hanya 80 ayat saja yang secara 
eskplisit menggunakan kata hukum.
33
 
e) Sanksi dari pelanggaran hukum-hukum yang ditetapkan oleh 
Alquran adalah bersifat moral, hanya ada beberapa yang bersifat 
konkrit seperti potong tangan dan rajam.  
f) Dalam beberapa ayat, seperti pada pelarangan riba, substansi 
pelarangannya adalah larangan mengambil keuntungan dari 
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kesusahan orang lain, bukan pelarangan perlipatan jumlah secara 
eksplisit.  
Melihat beberapa hal di atas, maka akan terasa sejalan dengan 
apa yang diungkapkan oleh Ahmad an Na‟im bahwa Alquran 
bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Namun akan 
lebih pantas bila dikatakan sebagai kitab petunjuk untuk standar moral 





Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang sunnah, maka ada 
baiknya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah lain yang memiliki 
kemiripan dengan istilah sunnah, agar dapat terlihat perbedaan di 
antaranya, meskipun hal tersebut sebenarnya berbeda.  
(1) Khabar: Khabar menurut bahasa berarti an-Naba‟ (berita). Yaitu 
segala berita yang disampiakan oleh seseorang kepada orang lain. 
Sedangkan menurut terminologi khabar lebih bersifat umum 
dibanding Hadis, yakni sesuatu yang datang dari Nabi saw atau 
orang selain Nabi.
35
 Ulama lain mengatakan bahwa khabar adalah 
suatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan Hadis adalah 
berita yang bersumber dari Nabi 
(2) Atsar. Secara bahasa, atsar sama artinya dengan khabar. Secara 
istilah Asar merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada 
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sahabat dan tabi‟in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan.
36
 
Ulama Khurasan berpendapat bahwa atsar dipakai untuk yang 
mauquf dan khabar untuk yang marfu‟.
37
  
(3) Sanad. Sanad menurut bahasa berarti mu‟tamad, yaitu tempat 
bersandar, tempat berpegang yang dipercaya. Dikatakan demikian, 
karena Hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas 
kebenarannya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalannya 
matan, yaitu silsilah para perawi yang meriwayatkan matan dari 
sumbernya yang pertama.
38
 Yang dimaksud dengan silsilah adalah 
susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi 
Hadis tersebut, mulai dari yang pertama sampai kepada Nabi saw.
39
 
(4) Matan. Matan menurut bahasa adalah sesuatu yang keras dan 
tinggi (terangkat) dari bumi. Sedangkan secara istilah, matan 
berarti lafaz-lafaz Hadis yang di dalamnya mengandung makna-
makna tertentu.
40
 Dengan demikian matan adalah lafaz Hadis itu 
sendiri. 
Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata 
kerja sanna-yasunnu-sunnatan,
41
yang berarti jalan yang sering dilalui, 
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adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti sunnah ini secara 
bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan.
42
  
Makna sunnah dalam bentuk yang asli inilah yang selalu 
dipahami kaum Muslimin secara konseptual dan teori. Tetapi bagi 
para Muhaddisin, sunnah Nabi dipahami sebagai segala informasi 
“verbal” mengenai diri Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, 
sifat-sifat alamiah (khalqiyah) dan etik (khulqiyah), baik yang terjadi 
sesudah (telah diangkat menjadi Nabi), atau sebelumnya.
43
 
Selain kata Sunnah, terdapat istilah lain yang kerap kali 
digunakan dan bahkan terkadang terkesan seperti sinonim dari kata 
sunnah, yakni Hadis. Kata Hadis berasal dari bahasa Arab: al-hadits 
jamaknya: al-ahadits, secara bahasa memiliki banyak arti di 
antaranya:  
(a) al-Jadid (yang baru), lawan dari al-qadim (yang lama). 
(b) al-Khabar (kabar atau berita)44, seperti “ma yutahaddatsuu bihi wa 




(c) al-Qarib (yang dekat, yang belum lama terjadi), seperti dalam 
perkataan “hadisul ahli bil Islam” orang yang baru memeluk agama 
Islam.  
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Tidak selamanya apa yang dikatakan Hadis hanyalah yang 
melengkapi perbuatan-perbuatan pada Rasul semata. Kalangan ulama 
seperti al-Tibby berpendapat bahwa, Hadis itu melengkapi sabda 
Nabi, perbuatan dan taqrir beliau, melengkapi perbuatan-perbuatan 
sahabat Nabi, sebagaimana pula melengkapi perkataan, perbuatan al-
tabiin disebut juga dengan Hadis. Sebagai bukti telah dikenal dengan 
istilah Hadis marfu‟, mauquf, dan maqtu.”
46
  
Sebagian ulama berpendapat bahwa kata Hadis dan sunnah 
memiliki pengertian yang sama, yaitu sama-sama segala berita yang 
bersumber dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun 
taqrir Nabi saw. Pendapat lain mengatakan bahwa pemakaian kata 
Hadis berbeda dengan sunnah.  
Kata Hadis dipakai untuk menunjukkan segala berita dari Nabi 
saw secara umum. Sedang kata Sunnah dipakai untuk menyatakan 
berita yang bersumber dari Nabi saw yang berkenaan dengan hukum 
syara‟. Atau dengan kata lain sunnah lebih kepada hasil deduksi 
hukum yang bersumber dari Hadis. Jadi Hadis adalah media pembawa 





Seperti yang disinggung sebelumnya, adalah mengherankan 
untuk memasukkan ijma‟ ke dalam sumber hukum. Karena ijma‟ 
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sebagaimana yang dipahami dalam literatur-literatur filsafat hukum 
Islam hanyalah metode dalam mengambil keputusan hukum. Akan 
tetapi posisi ijma‟ sebagai sumber hukum menjadi jelas seperti yang 
dikemukakan oleh Ahmad an-Naim.
48
 Pengertian ijma‟ sebagai 
sumber hukum harus dipahami dari konsep awal ijma‟ tersebut. Ketika 
sunnah dikonotasikan dengan sunnah Nabi, maka tradisi hidup sahabat 
dan beberapa generasi setelahnya diturunkan derajatnya sebagai 
sumber hukum Islam yakni sebagai sumber ketiga. Semuanya 
diakumulasi dalam ijma‟. 
Walaupun ijma‟ telah diterima sebagai sumber hukum Islam 
sejak masa dini, akan tetapi masih banyak perdebatan di dalamnya, 
baik terkait defenisi, cakupan dan batasan. Kontroversi ini merupakan 
akibat dari tidak memadainya perangkat metodologi yang 
mengantarkan ummat Islam kepada ijma‟ ke berbagai masalah. Kritiik 
modern terhadap ijma‟ menyatakan bahwa defenisi ijma‟ telah gagal 
untuk menjadi jalan keluar untuk berbagai persoalan karena terlalu 
lamban. Kritik awal ijma‟ diajukan oleh al-Dahlawi yang berpendapat 
ijma‟ seharusnya merupakan relativitas. Dengan kata lain ijma‟ 
bukanlah konsensus bersama tapi hanya berupa kesepakatan orang 
atau institusi yang berwenang di sebuah tempat saja. Iqbal juga 
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berpendapat bahwa sungguh mengherankan kenapa ijma‟ ini tidak 
menjadi otoritas sebuah institusi yang mapan.
49
 
Apakah ijma‟ harus bersyarat kesepakatan bulat adalah 
masalah yang sungguh berat yang dihadapi ijma‟ dengan defenisi yang 
beredar sekarang. Banyak alasan untuk menyatakan bahwa ijma‟ tidak 
akan pernah tercapai dan bahkan tidak perlu ada. Para mujtahid cukup 
untuk mengkaji sumber-sumber hukum dengan metode lain yang 
layak.
50
 Beberapa tokoh yang berpendapat bahwa ijma‟ tidak akan 
mungkin terpastikan ada adalah seperti Ahmad dan beberapa tokoh al-
Zahiri. Mereka lebih cenderung untuk menyatakan ijma‟ sebagai 
konsensus para sahabat dan penduduk Madinah. Dengan begitu 
memang ijma‟ dapat diterima sebagai sumber hukum. Menurut al- 
Ghazali hanya surah al-Nisa ayat 15 yang bisa dijadikan dalil. 
Memang gagasan ijma‟ ini muncul dari konsep persatuan masyarakat 
Arab dalam masalah politik  
Lebih dasar lagi, bahkan dasar ijma‟ tidak bisa dibuktikan 
dengan jelas dan kuat. Semua dalil-dalil ijma‟ lebih condong kepada 
perpaduan dan kesatuan ummat bukan dalam masalah memutskan 
hukum. Selain itu ternyata tidak ada defenisi yang jelas tentang 
konsep ijma‟, ummah dan jama‟ah pada masa awal.
51
 Bila ijma‟ 
didefenisikan sebagai kesepakatan bulat mujtahid muslim dari suatu 
priode setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, maka tidak ada alasan 
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yang tepat untuk memasukkannya sebagai sumber hukum, ia lebih 
kepada metode pengambilan hukum.  
Meskipun banyak persoalan yang menyoal ijma‟, 
sumbangannya terhadap perkembangan hukum Islam sungguh besar. 





Sumber yang sering ditempatkan sebagai sumber keempat 
adalah Qiyas. Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas 
merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan 
hukum. Qiyas ini pada mulanya merupakan ikatan dan batasan 
terhadap penggunaan ra‟yu yang telah marak hingga zaman Imam 
Syafi‟i. Dengan tujuan menyandarkan hukum kepada Alquran maupun 
sunnah, maka qiyas inipun diatur dalam sistem metode pengambilan 
hukum.
53
 Ijma‟ dan qiyas merupakan sumber hukum yang disepakati 
pada abad kedua dan ketiga H.  
Seperti disinggung sebelumnya, apakah qiyas memang sumber 
hukum ataukah metode adalah permasalahan yang jarang dikaji. 
Banyak literatur filsafat hukum Islam hanya menyebutnya sebagai 
sumber, ada juga yang menyatakannya sebagai teknik, tapi 
mengkajinya dalam bab yang sama dengan sumber hukum. Dalam hal 
ini bahwa qiyas adalah metode pengambilan hukum. Qiyas ini baru 
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bisa menjadi sumber hukum bila yang dimaksud adalah hasil deduksi 
dari qiyas tersebut. Akan tetapi itu tidak mungkin. Seorang mujtahid 
tidak bisa mengambil hukum baru dari hasil deduksi qiyas, ia harus 
berqiyas kembali dari Alquran atau Sunnah. 
5) Beberapa Sumber Lain. 
Yang menjadi bagian dari sumber lain yang dimaksud 
sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Karena sebenarnya diawal 
telah dibahas, namun disini ingin mempertegas kembali akan 
eksistensinya sebagai sumber hukum Islam. Adapun beberapa sumber 
lain yang dimaksudkan tersebut adalah:  
a) Pendapat sahabat yang ternyata tidak dapat ditinggalkan oleh para 
mujtahid. Karena pengetahuan sahabat yang jauh lebih banyak 
terhadap hukum-hukum apa yang dimaksud oleh Rasulullah, yang 
mungkin tidak terekam dalam kitab-kitab Hadis tidak hanya 
sahabat, pendapat-pendapat tabi‟i dan tabi‟i tabi‟iin juga memiliki 
tempat yang istimewa. Meskipun tidak ada alasan yang kuat bahwa 
menggunakan pendapat mereka lebih pantas daripada pendapat 
tokoh yang berkualitas zaman sekarang.  
b) Tradisi. Baik tradisi Arab maupun tradisi apapun. Seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya, Alquran yang merupakan kitab 
standar moral, maka tidak aka nada masalah dari mana hukum itu 
diambil, baik dari tradisi suatu masyarakat, kitab hukum Barat, atau 
kitab suci agama lain, asalkan sesuai dengan nilai-nilai universal 
Alquran. Maka akan wajar jika ditemui adanya hukum Islam yang 
bercorak keIndonesian, kesukuan tertentu. Karena memang jarang 
sekali corak hukum Islam itu dekat dengan keseragaman dari dulu 
hingga sekarang. Yang terpenting adalah bahwa yang seragam 
adalah syari‟atnya yakni nash-nash Alquran.  
b. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 
1) Meniadakan Kesulitan dan Tidak Memberatkan (‘Adam al-
Haraj). 
 
Tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi 
kemerdekaannya dan manusia senantiasa memeperhatikan beban 
hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti 
perintah terkecuali perintah-perintah itu dapat menawan hatinya, 
mempunyai daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan dengan 
keterpaksaan. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat 
dan mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini 
adalah karena Islam menghadirkan pembicaraannya kepada akal dan 
mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak 
fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju kepada toleransi, 




Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan 
menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat 
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manusia. Karena itu dalam hukum Islam dikenal dengan istilah 
rukhsah (peringanan hukum). Contoh rukhsah adalah kebolehan 
berbuka bagi musafir yang merasa tidak kuat berpuasa. Dalam hukum 
Islam juga dikenal istilah dharurah (hukum yang berlaku pada saat 
keterpaksaan). Misalnya dharurah adalah kebolehannya memakan 
makanan yang diharamkan oleh Allah swt apabila terpaksa. Ayat-ayat 
Alquran yang menunjukan bahwa beban kewajiban manusia tidak 
pernah bersifat memberatkan antara lain firman Allah swt yang 
berbunyi: 
َُٱَُٚكهُِّفََََلَ ََّللَّ ۡسَعَٓا  ُٔ َ ٥َََٕٙۡفًساَإَِلَّ
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”.  
َُٱُِٚشُٚذَ ٥ََََ٘ٔۡنُعۡسشََٱََلَُِٚشُٚذَتُِكُىَ َََٔۡنُٛۡسشََٱتُِكُىََّللَّ
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu”.  
َُٱَياَُِٚشُٚذَ ََحَشٖجََّللَّ ٍۡ ُكىَيِّ ۡٛ  َٙنَِٛۡجَعَمََعهَ
“Allah tidak menghendaki untuk menjadikan sesuatu kesempitan 
bagimu kemudahan bagimu”. 
ُكۡىَفَِٙ ََٔ ۡٛ ٍَِٱَياََجَعَمََعهَ ٚ ََنذِّ ََحَشٖج  ٍۡ ١٥ََِي
“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan. 
2) Menyedikitkan Beban (Taqlil al-Takalif) 
Nabi saw melarang para Sahabatnya memberbanyak 
pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan 
memberatkan mereka sendiri. Nabi saw justru menganjurkan agar 
mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Yang sedikit tersebut, 
justru memberikan kelapangan yang luas bagi manusia untuk 
berijtihad. Dengan demikian, hukum Islam tidaklah kaku, keras dan 
berat bagi umat manusia. 
Dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan tidak boleh dijadikan 
dasar penetapan hukum. Allah swt berfirman dalam Alquran yang 
berbunyi sebagai berikut: 
َٰٓأََُّٚٓا ٍََٱََٚ  َذَسََۡنَِّزٚ َََل َذَسَۡ ََءاَيُُْٕا إٌِ َٔ َ َذَُسۡؤُكۡى َنَُكۡى َذُۡثَذ َإٌِ َأَۡيَٛآََٰء ٍۡ ََع هُْٕاَ َهُٕاْ
ُلَ ََُُٚضَّ ٍَ َٓاَِحٛ ُۡ ٌَُٱَع َُٱذُۡثَذَنَُكۡىََعفَاََۡنقُۡشَءا َََّٔللَّ َ َٓاٖۗ ُۡ َُٱَع ََّللَّ َََٔٓٔغفٌُٕسََحهِٛىّٞ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada 
Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan 
kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, 
niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) 
tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. 
 
Ini semua menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya 
agar bersifat realistik. Suatu hari Nabi saw pernah ditanya apakah 
kewajiban itu setiap tahun, Nabi saw menjawab: “apabila pertanyaan 
itu Saya jawab “ya”, maka akan menjadi kewajiban bagiku; (karena 
itu), biarkan saja selama aku meninggalkanmu; sungguh telah rusak 
beberapa kaum yang sebelum kamu ini (terlalu) membanyakkan 
pertanyaan dan perselisihan mengenai Nabi-Nabi mereka. Ayat lain 
menjelaskan:  
َُٱُِٚشُٚذَ ََلَُِٚشُٚذَتُِكُىََُٛۡسشََۡنَٱتُِكُىََّللَّ ٥َََ٘ٔۡنُعۡسشََٱَٔ
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu”. 
َُٱَُِٚشٚذَُ ُخهَِقََّللَّ َٔ َ ٍَُٱأٌَََُٚخفَِّفََعُُكۡى  ََس  ٥َََٕضِعٛٗفاََۡلِ
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia 
dijadikan bersifat lemah”. 
3) Ditetapkan secara Bertahap (Tadrijiyyan) 
Tiap-tiap adat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi 
atau adat, baik radisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan 
mereka sendiri. Tradisi tersebut ada yang berurat dan berakar secara 
mendalam dalam darah daging mereka dan ada yang sifatnya hanya 
dangkal. Bangsa Arab ketika Islam datang mempunyai tradisi dan 
“kesenangan yang sukar dihilangkan” dalam sekejap mata. Apabila 
dihilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, 
kesulitan dan ketegangan batin.
55
 
Ibn Khaldun menyatakan bahwa “suatu masyarakat akan 
menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang 
kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru 
tersebut, bertentangan dengan tradisi yang ada”.
56
 Masyarakat 
senantiasa akan memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-
tengah mereka. Dengan mengingat faktor tradisi dan ketidaksenangan 
manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan 
kepada keadaan lain yang asing sama sekali bagi mereka, Alquran 
diturunkan berangsur-angsur, surat demi surat dan ayat demi ayat 
sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan situasi yang terjadi. Dengan cara 
demikian, hukum yang diturunkannya lebih disenangi oleh jiwa dan 
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lebih mendorong ke arah mentaatinya, serta bersiap-siap 
meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru.
57
 
1) Memperhatikan Kemaslahatan Manusia. 
Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari 
hubungan dengan pencipta. Apabila baik hubungan dengan manusia 
lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu, 
hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.  
Penetapan hukum Islam dapat dipahami dengan 
memperhatikan tiga sendi pokok, yaitu: 
a) Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan 
hukum hukum itu; 
b) hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak 
menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah 
ketetapannya; dan 
c) Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.58 
Di samping itu, terbentuknya hukum Islam didorong oleh 
kebutuhan-kebutuhan praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk 
mengetahui yang dibolehkan dan yang dilarang. Hakekat 
kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat 
yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, 
serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang lslam bermaslahat 
jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal) dan 
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bermanfaat, serta membawa kebaikan (thayyiib) bagi semua aspek 
secara menyeluruh yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan 
pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada 
pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqasid (tujuan) 
syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan 
ketakwaan (din), keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan (nafs), harta 
benda (mal) dan rasionalitas („aql). Kelima unsur maslahat tersebut 
merupakan hak dasar manusia sehingga harus memenuhi unsur-unsur 
yang telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara terintegrasi. 
2) Mewujudkan Keadilan yang Merata. 
Menurut syariat Islam, semua manusia sama. Tidak ada 
kelebihan seorang manusia dari yang lain dihadapan hukum. Penguasa 
tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kezaliman. 
Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan 
pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan 
Allah. Dalam khutbah haji wada‟ yang pengikutnya hampir seluruh 
orang berkebangsaan Arab, Rasul bersabda: tidak ada perbedaan 
antara orang-orang Arab dengan orang-orang „ajam”. Firman Allah 
dalam surat al-Mai‟dah ayat 8 yang berbunyi:  
ََٰٓ ٍََٱَأََُّٚٓاَٚ  َتََِنَِّزٚ َُيََٓذآََٰء ِ َّلِلَّ ٍَ ِيٛ
 َّٕ َقَ َُكَُْٕٕا ََيَََُۡنقِۡسِظَ ٱَءاَيُُْٕا ََلََٚۡجِشَيَُُّكۡى ََٔ َ ٌُ ا
َ
 
َذَۡعِذنُْٕا َأََلَّ َٰٓ  ٗ ٍوََعهَ ٕۡ َََٔۡعِذنُٕاَْٱقَ َ   ٖ َٕ َأَۡقَشُبَنِهرَّۡق َٕ ََ ٱَذَّقُٕاَْٱُْ ََّللَّ ٌَّ ََٱإِ اََّللَّ ًَ َتِ
َخثُِٛشَۢ
َ ٌَ هُٕ ًَ ٥ََذَۡع
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. 
 
َٰٓأََُّٚٓاَ ٍََٱ۞َٚ  َتََِنَِّزٚ ٍَ ِيٛ
 َّٕ َأََفُِسُكۡىََۡنقِۡسظَِٱَءاَيُُْٕاَُكَُْٕٕاَقَ َٰٓ  ٗ ََعهَ ٕۡ نَ َٔ َ ِ ُيََٓذآََٰءَّلِلَّ
َ ِٔ ََٕ ٱأَ ٍَِۡن ۡٚ َٱَََٔنَِذ
 ٍَ َفَقِٛٗشاَفَََۡلَۡقَشتِٛ ۡٔ َأَ ََغًُِّٛا ٍۡ َُٱإٌََُِٚك َذَرَّثُِعٕاََّْللَّ َفَََل ا  ًَ ِٓ َتِ  ٗ نَ ۡٔ أَ
ََٰٓٱ  ٖ َٕ َأٌََذَۡعِذنََُۡنَٓ
 
ََُْٕٕا إٌَِذَۡه ََآَْٰۥََٔ ٌَّ َفَئِ َذُۡعِشُضْٕا ۡٔ ََٱأَ ََخثِٛٗشاََّللَّ ٌَ هُٕ ًَ اَذَۡع ًَ َتِ ٌَ َكا
ََٖٔ٘
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya 
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan”. 
 
Kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dalam 
menerapkan hukum adalah: 
a) Mewujudkan keadilan. 
b) Mendatangkan kcsejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 
c) Menetapkan hukum yang berpadanan dengan keadaan darurat. Apa 
yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal, dibolehkan dalam 
keadaan darurat. 
d) Pembalasan harus sesuai dengan dosa yang dilakukan. 
e) Tiap-tiap manusia memikul dosanya sendiri. 
c. Karakteristik Hukum Islam 
1) Sempurna  
Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis 
besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, 
tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya 
tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya 
menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan 
rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.
59 
Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syariat 
Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat 
diterima di semua tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia 
dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan 
Alquran, sehingga mereka tidak melenceng.  
Penetapan Alquran tentang hukum dalam bentuk yang global 
dan simpel itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat 
manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi 
zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukutn Islam 
dapat berlaku sepanjang masa.  
2) Elastis  
Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, luwes) karena 
meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. 
Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan 
sesama makhluk, hubungan makhluk dengan khalik, serta tuntunan 
hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam 
memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, 
ibadah, jinayah, dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak memiliki 
dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Hukum Islam hanya 
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memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat 
manusia.  
Sesuai dengan kaidah-kaidah umum di atas diharapkan agar 
dapat digunakan oleh hukum Islam agar tumbuh dan berkembangnya 
proses ijtihad, yang menurut Iqbal disebut “prinsip gerak dalam 
Islam”. Ijtihad merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan 
konstruktif.  
Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis, dapat dilihat 
dalam kasus jual beli, yang dalam pembayarannya bisa secara tunai 
(naqdan/cash), cicilan, maupun secara tangguh waktu. 
3) Universal dan Dinamis  
Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa 
tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu, seperti ruang lingkup 
ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab dan non 
Arab („ajam), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam 
ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak 
terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis 
(cocok untuk setiap zaman).  
Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat 
tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada Alquran karena 
Alquran merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah 
kepada umat manusia di muka bumi ini. Alquran juga merupakan 
garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk 
manusia.
60
 Hal ini dijelaskan dalam Alquran surat Saba‟ ayat 28 dan 
al-Anbiya‟ ayat 107 yang berbunyi:  
َيآََٰ َأَۡكثََشَََٔ ٍَّ ِك
نَ  َٔ َِزٚٗشاَ َٔ ََكآَٰفَّٗحَنِّهَُّاِطَتَِشٛٗشاَ َكَإَِلَّ ََنَُّاطَِٱأَۡسَسۡهَُ  ٌَ ٕ ًُ ََلََٚۡعهَ
ٕ٥ََ
“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”. 
َيآََٰ َََٔ ٍَ ٛ ًِ هَ ٗحَنِّۡهَع  ًَ ََسۡح َكَإَِلَّ
١ََٓٔأَۡسَسۡهَُ 
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam”. 
4) Sistematis  
Hukum Islam itu bersifat sistematis maksudnya bahwa hukum 
Islam itu menccrminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. 
Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
61 
Misalnya, perintah shalat dalam Alquran senantiasa diiringi 
dengan perintah zakat. Perintah untuk makan dan minum, diringi 
dengan larangan sikap berlebih-lebihan. Perintah untuk infak diiringi 
dengan larangan bersikap kikir.  
Pandangan di atas, dapat dipahami bahwa Islam tidak 
mengajarkan spiritual yang mandul. Dalam hukum Islam seseorang 
dilarang hanya “bermuamalah” dengan Allah dan melupakan dunia. 
Dalam hukum Islam manusia diperintahkan untuk mencari rezeki, 
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tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika 
mencari rezeki tersebut.  
Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman 
potong tangan kepada pencuri apabila keadaan masyarakat sedang 
kacau dan terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukum rajam 
bagi pezina kalau lokalisasi-lokalisasi pelacuran, buku dan film porno, 
kebiasaan berpakaian belum ditetapkan seperti yang dikehendaki oleh 
Islam. Dengan demikian hukum Islam dan lembaganya akan senantisa 
berhubungan satu dengan lainnya. Hukum Islam tidak bisa 
dilaksanakan apabila diterapkan hanya sebagian dan ditinggalkan 
sebagian yang lain. 
5) Hukum Islam Bersifat Taqquli dan Ta‟bbudi  
Hukum Islam meiliki dua prinsip yang berbeda, untuk ibadah 
dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai nilai 
ta'abbdui/ghairu ma'qulat al-ma'na/irrasional. Artinya manusia tidak 
boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dalam 
bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sementara itu, 
bidang muamalah, di dalamnya terkandung nilai-nilai ta'aqquli/ 
ma'qulat al-ma‟na/ rasional. Artinya, umat Islam dituntut untuk 
berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syariah tersebut.  
Mencium Hajar Aswad ketika thawaf mengelilingi Ka‟bah 
merupakan ibadah yang irrasional, sampai Umar bin Khattab sendiri 
mengatakan “Kamu adalah batu biasa, kalau Rasul tidak menciummu, 
aku pun tidak akan menciummu”. Meski ada usaha rasionalisasi, 
usaha tersebut sifatnya temporer karena ia merupakan ijtihad manusia 
yang akan selalu berubah dengan perubahan masa. Aspek irrasional 
dalam bidang ibadah ini sebagian di antara tujuannya adalah untuk 
menunjukkan keterbatasan akal manusia.  
Segi hukum Islam yang bersifat misteri dan irrasional. aturan-
aturan hukum Islam itu sah karena semata-mata eksistensi kebajikan 
yang terkandung di dalamnya, bukan karena rasionalitasnya. 
Misalnya, dahulu faktor penyebab diharamkannya babi bagi kaum 
muslimin merupakan suatu hal yang irrasional, tetapi ketika diketahui 
bahwa dalam babi terdapat unsur cacing pita dan penyakit lain, maka 
ia berubah menjadi rasional. Namun ketika cacing pita dan penyakit 
lain telah dapat dibersihkan dari daging babi, pengharaman babi 
tersebut kembali masuk dalam lingkup misteri atau pada irrasional. 
d. Maqashid Al-Syariah (Tujuan Ditetapkan Hukum). 
Teori maqasid syariah dalam ilmu hukum Islam dipopulerkan 
oleh Abu Ishaq al-Syatibi pada abad 8 H. Imam Syatibi melalui bukunya 
al-Muwafaqat telah meletakkan pondasi untuk kajian ini. Idenya adalah 
mengkategorikan maqasid syari‟ah ke dalam dua kelompok besar. 
Pertama, maqasid al-syari‟ (tujuan pembuat syari‟ah yaitu Allah swt dan 
Nabi Muhammad saw), kedua, maqasid al-mukallaf (tujuan para hamba 
yang menjadi target hukum). Dengan dua kategori pokok ini, imam 




1) Tujuan Allah swt dan Rasulnya dalam membuat syari‟at agama bagi 
umat manusia. 
2) Tujuan Allah swt dan Rasulnya dalam memberikan pemahaman 
tentang syari‟at kepada umat manusia.  
3) Tujuan Allah swt dan Rasulnya dalam membebankan hukum syari‟at 
pada umat manusia.  
4) Tujuan Allah swt dan Rasulnya dalam mentargetkan hukum syari‟at 
hanya pada kalangan mukallaf (orang dewasa dan berakal sehat) saja.  
5) Tujuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum syari‟at.  
6) Metode untuk menguak maqasid syari‟ (tujuan Allah swt dan 
Rasulnya).  
Teori maqasid syari‟ah Syatibi, yang dibagi kepada 5 jenis dan 3 
tingkatan, kemudian menjadi sangat populer dan mempengaruhi berbagai 
tokoh pemikir hukum Islam. Mayoritas ulama yang mempunyai 
pemikiran tentang maqasid syari‟ah mempunyai kemiripan atau 
kesamaan dengan konsep Syatibi. 
Maqasid syariah, maqasid syar‟i dan al-maqasid al-syariyyah 
adalah istilah-istilah yang mempunyai maksud yang sama.
63
 Para ulama 
terdahulu tidak mendefinisikan maqasid syariah secara jelas dan 
terperinci. Ibnu Qayyim umpanya, ia hanya menyatakan bahwa maqasid 
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adalah maslahah. Syariat Islam didasarkan pada hikmah dan maslahah. 
Baik hikmah dan masalahah tersebutlah yang disebut dengan maqasid.  
Pembahasan definitif istilah ini banyak dipelopori oleh ulama 
kontemporer. Seperti Muhammad al-Tahir bin „Asyur yang menyatakan 
bahwa maqasid syariah ialah makna dan hikmah yang menjadi perhatian 




Al-Husni mengemukakan bahwa yang dimasud dengan maqshid 
syari‟ah adalah tujuan yang memberikan kebaikan yang dikehendaki 
oleh hukum-hukum syari‟at dan makna yang dikehendaki oleh Allah.
65
  
Pemikiran tentang maqashid al-syari‟ah dihubungkan kepada 
Ibnu Taimiyah sebagai tokoh pertama paling populer yang 
mengembangkan teori maqashid al-syari‟ah. Yusuf Ahmad al-Badwi, 
menyimpulkan dari penelitiannya terhadap berbagai karya Ibn Taimiyyah 
bebrapa poin yang berhubungan dengan maqasid syariah menurut 
pandangan Ibnu Taimiyah sebagai berikut:
66
 
1) Akibat, tujuan, kebaikan, objektif, hikmah, kehendak, keperluan 
adalah istilah yang mempunyai maksud yang sama.  
2) Allah swt mempunyai tujuan dan kehendak dalam penciptaan dan 
perintah-perintahnya.  
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3) Tujuan-tujuan tersebut tersebut merupakan kehendak Allah swt dalam 
syariat dan disukai olehnya karena mencerminkan penghambaan 
kepadanya.  
Secara definitif, maqasid al-syari‟ah ialah tujuan Allah swt dan 
Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat 
ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasul sebagai alasan 
logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan 
umat manusia.
67
 Maqasid al-Syari‟ah yang ditujukkan melalui hukum-
hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah 
maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap 
lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan dunia 
ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini 
tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. 
Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan lima 




1) Memelihara Agama (al-Muhafazhah ala al-Diin). 
Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai 
kemanusiaaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi 
derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas 
manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan 
beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan 
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itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu 
dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat 
keberagamaan. 
2) Memelihara Jiwa (al-Muhafazhah ala an-Nafs)  
Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan 
memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan pengganiayaan, berupa 
pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakkan melukai. 
Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia 
dengan jalan mencegah perbuatan qadzaf (menuduh zina), mencaci 
maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan 
gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, 
karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), 
kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta 
kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar 
kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah 
dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.  
3) Memelihara Akal (al-Muhafadzah ala al-„Aql)  
Ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang 
menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah 
masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah 
masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat prefentif yang dilakukan 
syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan 
kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang 
membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala 
sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah 
dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal. 
4) Memelihara Keturunan (al-Muhafadzah ala an-Nasl)  
Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap 
hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. 
Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga 
dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak 
agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang 
memadai. 
5) Memelihara Harta (al-Muhafadzah ala al-Mal)  
Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya ghashab, 
pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan 
kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk 
meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang 
halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang 
lalim dan curang.  
Maqasid al-Syari‟ah sebagaimana terumuskan dalam kelima segi 
di atas tidak berada pada satu tingkatan. Akan tetapi menurut penelitian 
Abu Ishaq al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni:  
 
 
1) Kebutuhan Dharuriyat (Primer).69  
Ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan 
asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika 
dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya 
tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakaria al-Biri menyebutkan 
bahwa maslahat dharuriyat ini merupakan dasar asasi untuk 
terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan 
muncul fitnah dan bencana yang besar. Yang termasuk dalam lingkup 
marsalah dharuriyat ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan 
dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Umumnya ulama ushul fikih sependapat tentang lima hal tersebut 
sebagai maslahat yang paling asasi. 
Imam al-Ghazali menerangkan:  
”Memelihara kelima hal tersebut termasuk kedalam tingkatan 
dharuriyat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat. Di 
antara contoh-contohnya, syara‟ menetapkan hukuman mati atas 
orang kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum 
penganut bid‟ah yang mengajak orang lain kepada bid‟ahnya, karena 
hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti 
kebenaran agamanya, memasyarakatkan hukuman qishas,karena 
dengan adanya ancaman hukuman ini dapat terpelihara jiwa 
manusia, mewajibkan hukuman had atas peminum khamar, karena 
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dengan demikian dapat memelihara akal yang menjadi sendi taklif, 
mewajibkan had zina, karena dengan hal itu dapat memelihara nasab 
(keturunan), mewajibkan mendera pembongkar kuburan dan pencuri, 
karena dengan demikian dapat memelihara harta yang menjadi 
sumber kehidupan dimana mereka sangat memerlukannya”.
70
  
Secara umum, menghindari setiap perbuatan yang 
menggakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari kelima hal pokok 
tersebut, tergolong dharury (prinsip). Syariat Islam sangat 
menekankan pemeliharaan hal tersebut, sehingga demi 
mempertahankan nyawa (kehidupan) dibolehkan makan barang 
terlarang (haram), bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan 
orang lain. Karena itu bagi orang dalam keadaan darurat yang 
khawatir akan mati kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging 
babi dan minum arak. 
2) Kebutuhan Hajjiyat (Sekunder)  
Ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara‟ tidak 
dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi 
dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan 
dan ihtiyath (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut. 
Ibadah Islam, mensyariatkan beberapa hukum rukhshah 
(keringganan) bilamana kenyataan mendapatkan kesulitan dalam 
menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam 
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memperbolehkan tidak berpuasa dalam perjalankan dalam jarak 
tertentu dengan syarat diganti pada hari lain begitu pula untuk orang 
yang sedang sakit. Kebolehan meng-qasar shalat adalah juga dalam 
rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini.  
Contoh hajiyat dalam muamalat, ialah diperbolehkannya 
banyak bentuk transaksi yang dibutuhkan manusia, seperti akad 
muzara‟ah, salam, murabahah, dan mudharabah.  
Contoh hajiyat dalam „uqubah (sanksi hukum), Islam 
mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak 
disengaja.  
Perlu ditegaskan bahwa termasuk dalam katagori hajjiyat 
adalah memelihara kebebasan individu dan kebebasan beragama. 
sebab manusia membutuhkan kedua kebebasan ini. Akan tetapi 
terkadang manusia menghadapi kesulitan. Termasuk hajjiyah dalam 
keturunan, ialah diharamkan berpelukan. Sedang hajjiyat dalam hal 
harta, seperti diharamkan ghasab dan merampas, keduanya tidak 
menyebabkan lenyapnya harta, karena masih mungkin untuk diambil 
kembali, sebab keduanya dilakukan secara terang-terangan. 
Sedangkan hajjiyat yang berkaitan dengan akal seperti diharamkannya 
meminum khamar walau hanya sedikit. 
3) Kebutuhan Tahsiniyat (Tersier) atau Kamaliyat (Pelengkap)  
Ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak 
mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok di atas serta tidak 
pula menimbulkan kesulitan. Dimaksud dengan maslahat jenis ini 
ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti 
serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan 
dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan 
serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain 
kemaslahatan ini hanya mengacu pada keindahan saja. Sungguhpun 
demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia.  
Dalam ibadah disyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan 
kebutuhan tahsiniyat seperti Islam menganjurkan berhias ketika 
hendak ke masjid, dan menganjurkan banyak ibadah sunnah.  
Contoh tahsiniyat muamalat Islam melarang boros, kikir, 
menaikan harga, monopoli dan lain-lain.  
Contoh tahsiniyat uqubah Islam memgharamkan membunuh 
anak-anak dan wanita dalam peperangan, serta melarang melakukan 
muslah (menyiksa mayit dalam peperangan). 
Contoh tahsiniyat yang berkaitan dengan memelihara harta 
adalah diharamkan menipu atau memalsukan barang. Perbuatan ini 
tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), 
tetapi menyangkut kesempurnaannya. Sebab hal ini berlawanan 
kepentingan dengan keingginan membelanjakan harta secara terang 
dan jelas, serta keinginan memperoleh gambaran yang tepat tentang 
untung rugi. Jelaslah kiranya hal ini tidak membuat cacat terhadap 
harta pokok (ashul mal), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan 
orang lain yang membelanjakan hartanya.  
Contoh tahsiniyat yang berkenaan denagan memelihara 
keturunan adalah diharamkan seorang wanita keluar rumah dengan 
menggenakan perhiasan. Dalam firman Allah swt: 
َََٔقُم ََٔ َ ٍَّ ِْ ِش َأَۡتَص  ٍۡ َِي ٍَ ِدََٚۡغُضۡض ۡؤِيَُ  ًُ ََٔ نِّۡه َ ٍَّ َفُُشَٔجُٓ ٍَ َ َٚۡحفَۡظ ٍَ ََلَُٚۡثِذٚ
ََٔ َ َٓا  ُۡ ََياَظَََٓشَِي َإَِلَّ ٍَّ َ ِصَُٚرَُٓ  ٗ ََعهَ ٍَّ ِْ ِش ًُ َتُِخ ٍَ ََٔۡنَٛۡضِشۡت َ
 ٍَّ ِٓ َ ُجُٕٛتِ ٍَ ََلَُٚۡثِذٚ
َِٓ ََءاتَآَٰئِ ۡٔ َأَ ٍَّ ِٓ َنِثُُعٕنَرِ َإَِلَّ ٍَّ َأَۡتَُآَِٰءٍََََِّصَُٚرَُٓ ۡٔ َأَ ٍَّ ِٓ َأَۡتَُآَٰئِ ۡٔ َأَ ٍَّ ِٓ َتُُعٕنَرِ ََءاتَآَِٰء ۡٔ أَ
َََِسآَٰئَِ ۡٔ َأَ ٍَّ ِٓ ذِ  َٕ َأََخ َٰٙٓ َتَُِ ۡٔ َأَ ٍَّ ِٓ َِ  َٕ َإِۡخ َٰٙٓ َتَُِ ۡٔ َأَ ٍَّ ِٓ َِ  َٕ َإِۡخ ۡٔ َأَ ٍَّ ِٓ ََياَتُُعٕنَرِ ۡٔ َأَ ٍَّ ِٓ
َ ِٔ َأَ ٍَّ ُُُٓ  ًَ ۡٚ ٍََٱَيهََكۡدَأَ ثِِعٛ
نََِٙنرَّ  ْٔ ِشَأُ ۡٛ ۡستَحَِٱَغ ََۡلِ ٍَ َجالَِٱِي ََنشِّ ِٔ ٍََٱَنطِّۡفمَِٱأَ َنَِّزٚ
ِخَ َس  ٕۡ ََع  ٗ ََعهَ َ َََٔنَُِّسآَِٰءَ ٱنَۡىََٚۡظَُٓشْٔا ٍَ َنُِٛۡعهََىََياَُٚۡخفِٛ ٍَّ ِٓ َتِأَۡسُجهِ ٍَ ََلََٚۡضِشۡت
ََٔ َ  ٍَّ ِٓ ْاَإِنََٗذَُ ِيٍَِصَُٚرِ َٰٕٓ َِٱٕتُ ًٛعاَأََََُّّّٚللَّ ًِ ٌََٱَج ۡؤِيُُٕ ًُ ََۡن ٌَ  َٖٔنََعهَُّكۡىَذُۡفهُِحٕ
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 
padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, 
dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami 
mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-
putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-
saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, 
atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 
islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan 
laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau 
anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah 
mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka 
sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Nur : 
31).  
 
Larangan wanita memakai perhiasan di luar rumah ini 
termasuk kategori tahsiniyat, karena memelihara kesempurnaan ashl 
nasl (pokok keturunan). Selain itu larangan tersebut sebagai wujud 
dari kehormatan, kemuliaan, dan dapat menggangkat harkat wanita 
yang pada dewasa ini diletakkan pada tempat yang rendah.  
Tahsiniyat dalam kaitan dengan memelihara agama di 
antaranya adalah larangan terhadap dakwah yang menyimpang, yang 
tidak menyentuh pokok keimanan (ashlul itiqad), di mana semakin 
genjarnya gerakan dakwah semacam ini malah menimbulkan keraguan 
terhadap ajaran Islam. Demikian pula larangan mempelajari kitab-
kitab yang sumber-sumber ajaran agama lain bagi orang yang tidak 
mampu melakukan studi perbandingan secara rasional dan mendalam 
di antara kebenaran-kebenaran agama.  
Sedangkan tahsiniyat yang berkaitan dengan memelihara akal, 
contohnya seperti melarang kafir dzimmy meminum dan menjual 
khamar di tengah masyarakat muslim, walaupun minuman keras 
tersbut dijual khusus untuk kalangan kafir dzimmi sendiri. 
2. Akad Dalam Islam 
1. Pengertian Akad 
 
Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai 
sebuah akad sewa-menyewa maka yang paling utama yang harus kita 
ketahui terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena 
sewa-menyewa atau ijârah adalah merupakan salah satu yang ada dalam 
kajian muâmalah. Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab yaitu, 
uqûd jamak dari aqd adalah mengikat, bergabung, mengunci, menahan, 
atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.
71
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Muhammad Firdaus, Cara Mudah Memahami akad-akad Syariah, (Jakarta: Ganesa 
Press, 2000), h. 154. 
Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat 
di antaranya adalah Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islâmi 
wa Adillatuh yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah 
hubungan atau keterkaitan antara ijâb dan qabûl atas diskursus yang 
dibenarkan oleh syara‟ dan memiliki implikasi hukum tertentu.
72
 
Menurut pendapat ulama Syâfi‟iyyah, Mâlikiyyah dan Hanâbilah, 
akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan 
keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang 
pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, 
sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.
73
 
Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut: 
a. Muhammad „Azȋz Hakȋm. 
Mengemukakan bahwa akad adalah gabungan atau penyatuan dari 
penawaran (ȋjâb) dan penerimaan (qabûl) yang sah sesuai dengan hukum 
Islam. Ȋjab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabûl 




b. Ghufron A. Mas‟adi. 
Mengemukakan bahwa akad adalah menghimpun atau 
mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang 
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lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali 
yang satu dan kokoh.
75
 
c. Hasbi Ash-Shiddieqy. 
Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara ȋjab 




d. Zainal Abdulhaq. 
Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau 
kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua 
(pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan 
oleh ketentuan hukum syari‟i.
77
 
Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat 
dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang bersifat 
mengunci antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi 
yang dibenarkan oleh syar‟i yang meliputi subyek atau pihak-pihak, 
objek ȋjab dan qabûl. 
 
 
2. Dasar Hukum Akad  
Prinsip dasar akad adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat 
dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum 
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Zainal Abdulhaq, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.76. 
dalam setiap akad. Hal ini bergantung dari segi lâzim (mempunyai kepastian 
hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Kalau akadnya bersifat lâzim, 
maka berkewajiban memenuhinya. Sedangkan akad yang bersifat jâiz, 




Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatâwâ Al-Kubrâ sebagaimana dikutip 
Hannan binti Muhammad Husein Jastanih berpendapat bahwa 
sesungguhnya akad itu harus ditepati karena syara‟ sendiri mewajibkannya 
secara mutlak, terkecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Akad yang 
harus ditepati itu termasuk akad yang disepakati oleh syara‟ begitu pula oleh 
akal manusia. Dan prinsip dari akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan 
dalam akad tersebut.
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 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil 
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Al-Qur‟ân adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam 
mencantumkan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. 
Dalam masalah sewa-menyewa terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 17 
َََيثَهُُٓىَۡ ثَِم ًَ قَذََٱَنَِّز٘ٱَك ٕۡ نَََُّۡسرَ ٕۡ ََح ََيا َأََضآََٰءۡخ آَٰ ًَّ َفَهَ ََۥَاٗسا َُٱَرََْة ِْۡىََّللَّ تُُِِٕس
َ ٌَ َُٚۡثِصُشٔ ٖدََلَّ  ًَ ُ ذََشَكُٓۡىَفَِٙظُه َٔٔ١َ 
Artinya: “Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan 
api, Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah 
hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan 
mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat”. 
Q.S Al-Ma‟idah ayat (5) : 5 
وََٱ ٕۡ ََۡنَٛ َنَُكُى ٱأُِحمَّ
ُدَ  ِّثَ  ََنطَّٛ طََعاُو ٍََٱَٔ ََنَِّزٚ ةََٱأُٔذُْٕا ََۡنِكرَ  َِحّمّٞ طََعاُيُكۡى َٔ َ َنَُّكۡى ِحّمّٞ
ََٔ َ ُۡى  دَُٱنَّٓ ۡحَصَُ  ًُ ََۡن ٍَ دَِٱِي ۡؤِيَُ  ًُ دَُٱَََٔۡن ۡحَصَُ  ًُ ََۡن ٍَ ٍََٱِي ََنَِّزٚ ةََٱأُٔذُْٕا ِيٍََۡنِكرَ 
َأُجَُ ٍَّ ُْٕ ًُ رُ ۡٛ ََءاذَ ٍََّقَۡثهُِكۡىَإَِرآَٰ َََٕسُْ ٌٖٖۗ َأَۡخَذا َٰ٘ٓ ََلَُيرَِّخِز َٔ َ ٍَ فِِحٛ َشَُيَس  ۡٛ ََغ ٍَ ُيۡحِصُِٛ
َيٍََٚكَۡ ٍَِٱفُۡشَتََِٔ  ًَ ٚ هََُُّۡلِ ًَ َفََِٙۥفَقَۡذََحثِظَََع َٕ ُْ ََۡلَِٰٓخَشجَِٱَٔ ٍَ ٍََٱِي ِسِشٚ
 ََ٘ۡنَخ 
Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan 
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal 
bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan 
dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan 
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al 
kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin 
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud 
berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. 
Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima 
hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari 
kiamat Termasuk orang-orang merugi”. 
 
 
Q.S Al-Mu‟minûn (23) : 23 
نَقَذَۡ َََِّٔ ِي ٕۡ َقَ  ٗ ِوََۦأَۡسَسۡهَُإًََُحاَإِنَ ٕۡ قَ ََٱَۡعثُُذٔاَْٱفَقَاَلََٚ  ُشََُِّللَّ ۡٛ ََغ ٍّ
َإِنَ  ٍۡ أَفَََلََٰٓۥَ َياَنَُكىَيِّ
َ ٌَ  َٖٕذَرَّقُٕ
Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada 
kaumnya, lalu ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah oleh 
kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak adaTuhan bagimu 
selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-
Nya)”.  
 
Q.S Al-Baqarah (2) : 2 
نِكََ ةَُٱََر  ََۡنِكرَ  ٍَ رَّقِٛ ًُ َُْٗذَٖنِّۡه َِّۛ َفِٛ َةَۛ ۡٚ  َََٕلََس
Artinya: “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 
bagi mereka yang bertaqwa”. 
Q.S Ali-Imrân (3): 3 
َكََ ۡٛ َلََعهَ ةََٱَضَّ أَََضَلََۡنَحقَِّٱتََِۡنِكرَ  َٔ َِّ ۡٚ َََٚذ ٍَ ۡٛ اَتَ ًَ ٗقاَنِّ حََٱُيَصذِّ َسى  ٕۡ َِجٛمََٱَََٔنرَّ  ََٖۡلِ
Artinya: “Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan 
sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan 
sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil”. 
b. Al-Hadȋst. 
Al-Hadȋst adalah sumber kedua yang merupakan pedoman 
menghisbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada 
umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan 
perkembangan zaman. Adapun hadȋst mengemukakan tentang sewa-
menyewa antara lain: 
Hadȋst dari „Abdullah bin Yûsûf, sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda: 
ثَ َنا َعْبُد اهلِل ْبُن يُوُسَف، َأْخبَ رَنَا َماِلٌك، َعْن نَافِ  ٍع، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر، َحدَّ
ُهَما َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َرِضَي اهللُ  َّىَّ  َعن ْ  ِإَذا تَ َباَيَع الرَُّجاَلنِ  َعَىِِْو َس َسىََّق لَاَل  اهللُ  
ًِعا َأْس ُُيَِ ُِّر َأَحُدُُهَا   اْْلَخرَ َفُكلُّ َساِحٍد ِمنْ ُهَما بِاْْلَِِاِر َما َلَْ يَ تَ َفرَّلَا سََكانَا َجَِ
ُِْع َسِإْن تَ َفرَّلَا بَ ْعَد َأْن يَ َتَبايَ َعا سَلَْ يَ ت ُْرْك َساِحدٌ  َوَجبََفَ َتَبايَ َعا َعَى  َذِلَك فَ َقْد   اْلبَ 
ُهَما َِْع فَ َقدْ  ِمن ْ  َسَجَب اْلبَ ِْعُ  اْلبَ 
Artinya: “Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap 
orang memiliki hak pilih (al-khiyâr) selama belum berpisah 
atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang 
lainnya lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan 
kesepakatan ini, maka transaksi jual beli ini sudah sempurna. 
Apabila berpisah setelah transaksi dan salah seorang darinya 
tidak menggagalkan jual beli maka akad jual beli inijuga sudah 
sempurna.” (HR. Bukhari).
81 
Dilanjutkan dari Jâbir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda : 
َّىَّ  َرُسوَل اهللِ َأنَّ  َسلَاَل َجابُِر ْبُن َعْبِد اهلِل َرِضَي الىَُّو   َعَىِِْو َس َسىََّق لَاَل   اهللُ  
 .طٍ رْ شَ  ةَ ائَ مِ  طَ رَ تَ شْ اِ  نْ إِ  سَ  لٌ اطِ بَ  وَ هُ فَ  اهللِ  ابَ تَ كِ   لفَ اَ خَ  ُكلُّ َشْرطٍ 
Artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah 




3. Rukun dan Syarat Akad 
a. Rukun-Rukun Akad  
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 
membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur 
yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan 
seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk 
sesuatu itu disebut rukun.
83
Akad juga terbentuknya karena adanya unsur-
unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum 
Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: 
1) Para pihak yang membuat akad (al-„âqidân), 
                                                             
 
81





Syamsul Anwar,Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh 
Muamalat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 95. 
2) Pernyataan kehendak para pihak (shȋghah al-„aqd), 
3) Objek akad (mahal al-„aqd), dan 
4) Tujuan akad (maudhû ‟al-„aqd). 
Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad, 
kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak 
ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk 
berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.
84
 
b. Syarat-Syarat Akad 
Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, 
syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (luzûm).
85
 
c. Syarat Terjadinya Akad 
Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan 
untuk terjadinya akad secara syara‟. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, 
akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian: 
1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. 
2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, 
 dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. 
d. Syarat Sah Akad  
Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara‟ 
untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad 
tersebut rusak. 
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Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama 
Hanâfiyyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan 
dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, 
ada unsur kemudaratan, dan syarat-syarat jual-beli rusak (fâsid).
86
 
e. Syarat Pelaksanaan Akad  
Pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan 
kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang 
sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai 
dengan aturan syara‟. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang 
dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara‟, baik secara asli, yakni 




Hal ini, disyaratkan antara lain: 
1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika 
dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli. 
2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain. 
3) Syarat Kepastian Hukum (Luzûm). 
Dasar dalam akad adalah kepastian.Di antara syarat luzûm dalam 
jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyâr jual beli, seperti khiyâr 
syarat, khiyâr aib, dan lain-lain. Jika luzûm tampak, maka akad batal atau 
dikembalikan. 
f. Syarat Dampak Akad 
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Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan 
khusus. 
1) Dampak Khusus 
 Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli 
dalam pelaksanaan sesuatu akad atau maksud utama dilaksanakannya 
suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, 
wakaf, upah dan sewa-menyewa. 
2) Dampak Umum  
Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, 
baik dari segi hukum maupun hasil.
88
 
4. Macam-macam Akad 




a. „Aqd al-Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 
selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad 
ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula 
ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 
b. „Aqd al-Mu‟alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaan terdapat syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan 
barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. 
c. „Aqd al-Mudhaf  ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-
syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang 
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pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan 
ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat 
hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. 




1) Dalam keadaan muwâdha‟ah (taljiah), yaitu kesepakatan dua orang 
secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini 
ada tiga bentuk seperti di bawah ini: 
a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka 
berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahir saja 
untuk menimbulkan sangkaan kepada orang lain bahwa benda tersebut 
telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang 
zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal 
ini disebut dengan mutawâdhah pada asal akad. 
b) Mu‟âwadhah terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya 
dua orang yang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar 
di hadapan nâib (pengganti) wali pengantin laki-laki dan wali 
pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, 
sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih 
kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan nâib, hal ini disebut juga 
muwâdha‟ah fȋ al-badal. 
                                                             
 
90
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, h. 52. 
c) Mu‟wadhah pada pelaku (ism al-musta‟âr), ialah seseorang yang 
secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniah 
untuk keperluan orang lain, misalnya seseoraang membeli mobil atas 
namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan 
lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad 
yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah 
merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya,hal ini sama 
dengan wakâlah sirriyah (perwakilan rahasia). 
2) Hazl ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-
olok (istihzâ‟) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad 
tersebut. Hazl berwujud beberapa bentuk, yang antara lain muwâdha‟ah 
yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang 
melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main, atau disebutkan dalam 
akad, seperti seseorang berkata; “Buku ini pura-pura saya jual kepada 
Anda” atau dengan cara-cara lain yang menunjukan adanya qarȋnah 
(indikasi) terjadinya hazl. 




a) Ikrâh (keterpaksaan),yaitu cacat yang terjadi pada keridhaan. 
b) Khilâbah ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu 
benda, terjadi pada akad. 




c) Ghalath ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli 
sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, 
tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin. 
5. Prinsip-prinsip Akad 
Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang 
berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan adalah sebagai berikut: 
a. Prinsip kebebasan berkontrak  
b. Prinsip perjanjian itu mengikat 
c. Prinsip kesepakatan bersama  
d. Prinsip ibadah 
e. Prinsip Keadilan dan keseimbangan prestasi 
f. Prinsip kejujuran (amanah).92 
  Bermu‟amalah menganut azas keadilan dan sukarela, berikut 
beberapa prinsip-prinsip akad mu‟amalah dalam Islam: 
1) Dalam bermu‟amalah haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa 
mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap 
bentuk dari mu‟amalah antar individu atau pihak-pihak yang 
bersangkutan haruslah berdasarkan kerelaan masing-masing pihak dan 
juga kebebasan kehendak dari pihak-pihak penyelenggara akad. Seperti 
manipulasi alat pembayaran atau sengaja menyembunyikan pada alat 
pembayarannya. Contoh tersebut merupakan pelanggaran terhadap 
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prinsip suka dan rela, karena ada unsur penipuan dan pemaksaan dari 
salah satu pihak yang melaksanakan akad yang juga tidak mencerminkan 
kehendak. Sebenarnya perbuatan tersebut merugikan yang bersangkutan, 
maka sesungguhnya prinsip suka dan rela dalam bermu‟amalah ini 
adalah dalam upaya untuk melindungi kedua belah pihak baik itu 
konsumen maupun pelaku usaha.
93
 
2) Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermu‟amalah. 
Nilai yang terpenting dalam bertransaksi adalah kejujuran.
94
 Cacat-cacat 
dalam perdagangan yang paling memperburuk citra perdagangan adalah 
kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dan 
kebathilan. Sedangkan menepati amanat adalah mengembalikan hak apa 
saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan 
tidak mengurangi hak orang lain dalam segala hal. 
3) Dalam bermu‟amalah adalah adanya prinsip, keadilan di antara kedua 
belah pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur 
pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
95
 Hal ini mengandung 
pengertian bahwa akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar 
mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu 
diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan 
akalnya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual 
menyerahkan barangnya kepada pembeli dan dilarang berbuat curang 
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dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang bermu‟amalah yang 
menyebabkan pemakanan harta secara bathil seperti jual-beli gharar, 
akad-akad dimana terjadi penyembunyian cacat barang jualan. Hal ini 
merupakan perbuatan samar karena tampaknya akad tersebut sah dan 
suka sama suka diantara kedua belah pihak. Terutama ketika pembeli itu 
sedang sangat membutuhkan tetapi sebenarnya didalamnya terdapat 
penganiayaan dan eksploitasi. 
4) Prinsip semua akad dan mu‟amalah tidak bisa sempurna kecuali dengan 
mengharapkan ukuran dan membataskan harga.
96
 Semua mu‟amalah 
tidak sah jika barang diakadkan itu ukurannya terbatas dan harganyapun 
dapat dimaklumi agar orang terhindar dari penipuan dan pentengkaran 
sehingga dilarang jika tidak diketahui barang maupun harganya. 
5) Prinsip dalam bermu‟amalah harus dilandaskan kejelasan, baik mengenai 
kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk menghindari jual-
beli gharar, sehingga barang yang dijual harus jelas kualitasnya, 
kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga dan juga waktu 
penyerahan barang. 
6) Prinsip mu‟amalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan 
mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup 
masyarakat. Sehingga Islam mengharamkan perdagangan barang yang 
membahayakan individu dan masyarakat.
97
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7) Prinsip akad bisa diselenggarakan dengan cara apapun, agar kedua belah 
pihak tetap mengindari penipuan dan juga barang-barang yang dilarang 
diperjualbelikan. 
8) Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua 
penyelenggara akad, kasih sayang dan larangan terhadap praktek 
monopoli. Islam mewajibkan adanya unsur rasa cinta dan kasih sayang 
terhadap sesama manusia dalam berdagang sehingga dalam berdagang 
hendaknya tidak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya 
sehingga cenderung merugikan orang lain. 
6. Sah dan Batalnya Akad 
a. Akad Sah 
Akad yang ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan akibat 
hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat 
hukum akad, yaitu: 
1) Adanya kewenangan atas objek (aset yang menjadi objek). 
2) Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan. 
Akan tetapi, meskipun syarat ini juga telah terpenuhi masih ada 
dalam akad itu kemungkinan hak salah satu pihak untuk membatalkan 
akad secara sepihak karena sifat akad itu sendiri atau karena adanya 
beberapa jenis khiyâr (hak opsi) yang dimiliki oleh salah satu pihak. 
Apabila akad bebas dari adanya hak salah satu pihak untuk membatalkan 
akad secara sepihak, maka itu merupakan akad yang sah dan 
menimbulkan akibat hukum serta akibat hukum itu telah dapat 
dilaksanakan. 
Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat 




Dalam mazhab Hanafȋ tingkat kebatalan dan keabsahan itu 
dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan 
akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat 
keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah: 
1) Akad bâthil. 
2) Akad fâsid. 
3) Akad mauqûf. 
4) Akad nâfidz ghair lâzim,dan 
5) Akad nâfidz lâzim. 
Mazhab-mazhab lain tidak membedakan akad bâthil  dan akad 
fâsid, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan 




a. Akad Bâthil (Batal) 
Kata bâthil dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab bâthil, 
yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan 
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hakikatnya.  Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan “batil 
berarti batal, sia-sia, tidak benar,”
100
 dan “batal diartikan tidak berlaku, 
tidak sah, sia-sia.”
101
 Jadi dalam kamus besar tersebut, batil dan batal 
sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda 
bentuknya, karena batil adalah bentuk mashdar dan berarti kebatalan, 
sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini 
digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya. 
Ahli-ahli hukum Hanafȋ mendefinisikan akad bâthil  secara 
singkat sebagai “akad yang secara syara‟ tidak sah pokok dan 
sifatnya.”
102
 Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak 
memenuhi ketentuan syara‟ dan karena itu tidak sah adalah akad yang 
tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad 
yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja 
dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka 
akad itu disebut akad bâthil  yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya 
tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya. 
Hukum akad bâthil , yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan 
syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:
103
 
1. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar‟i, secara syar‟i 
tidak pernah dianggap ada dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat 
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Khalid Abdullah id, Mahadi‟ at-Tasyri‟ al-Islami, (Rabat: Syirkah al-Hillal al-
Arabiyyah li ath-thiba‟ah wa an-Nasyr, 1986), h. 430. 
hukum apa pun. Misalnya anak kecil yang melakukan akad atau orang 
yang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda tidak 
beharga dalam pandangan syara‟ seperti narkoba atau benda mubâh 
yang tak bertuan. 
2. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad bâthil itu 
wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum 
dilaksanakan akad bâthil tersebut. Misalnya, barang yang diterima 
oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib 
dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, 
diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan 
dikembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda. 
3. Akad bâthil  tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin 
misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang 
sebenarnya tidak ada secara syar‟i dan juga karena pembenaran hanya 
berlaku terhadap akad mauqûf. Misalnya, akad orang tidak waras tidak 
dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad 
tersebut sejak semula tidak sah. 
4. Akad bâthil  tidak perlu di fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad 
ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Misalnya, seperti 
pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan 
penjual dan penjual berhadapan kepada pembeli. 
5. Ketentuan lewat waktu (al-taqaddum) tidak berlaku terhadap 
kebatalan. Misalnya, penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada 
pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, di mana pembeli 
menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut maka 
penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya 
karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan. 
c. Akad Fâsid. 
Kata  fâsid berasal dari kata Arab merupakan kata sifat yang berarti 
rusak. Kata bendanya adalah  fasad dan mafsadah yang berarti 
kerusakan, dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan fâsid adalah 
suatu yang rusak (perbuatan, pekerjaan, isi hati).
104
 
Akad fâsid menurut ahli-ahli hukum Hanafȋ, adalah akad yang 
menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan 
dengan akad bâthil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok 
maupun sifatnya, yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-
rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud sifat 
adalah syarat-syarat keabsahan yang telah disebutkan terdahulu. Jadi 
singkatan akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun 
dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fâsid adalah akad yang 
telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak 
memenuhi syarat keabsahan akad. 
Mayoritas ahli hukum Islam Mâlikȋ, Syâfi‟ȋ dan Hanbalȋ tidak 
memebedakan antara akad bâthil dan akad  fâsid. Keduanya sama-sama 
merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah karena tidak 
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menimbulkan akibat hukum apapun.
105
 Hukum akad fâsid yaitu sebelum 
dilaksanakan (sebelum penyerahan objek) yaitu akad  fâsid pada asasnya 
tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat diratifikasi, dapat pula 
mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dan wajib 
difasakhkan. 
d. Akad Mauqûf. 
Kata mauqûf diambil dari kata Arab, yang berarti terhenti, 
tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata mauqif  yang 
berarti tempat perhentian sementara atau halte.
106
 Bahkan satu akar 
dengan kata wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak 
bertindak hukum pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik 
tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya. 
Sebab yang dapat menjadikan suatu akad bersifat mauqûf ada dua, 
yaitu: 
1. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang 
dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecapakapan. 
2. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya 
hak orang lain pada objek tersebut. 
g. Akad Nâfidz Ghair Lâzim. 
 Nâfidz adalah kata Arab yang belum terserap kedalam bahasa 
Indonesia dan secara harfiyah berarti berlaku, terlaksana serta 
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menembus.  Ada hubungannya dengan kata tanfȋdz yang sudah sering 
dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan (tanfȋdziah) 
berarti eksekutif. Akad nâfidz artinya adalah akad yang sudah dapat 
diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, akad ini adalah lawan 
dari akad mauqûf yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat 
dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah 
satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu 
memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad, sebagaimana 
telah dikemukakan terdahulu. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, 
maka akadnya menjadi akad nâfidz.
107
 
6. Berakhirnya Akad 
Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa 
adanya izin dalam akad mauqûf  (ditangguhkan).
108
 Akad dengan 
pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti masa khiyâr, 
terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam 
sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, 
tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan. 
Pada akad ghair lâzim, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, 
pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan 
lain-lain, atau ghair lâzim pada satu pihak dan lâzim pada pihak lainnya, 
seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad 
walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang. 
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a. Ketika akad rusak. 
b. Adanya khiyâr. 
c. Pembatalan akad. 
d. Tidak mungkin melaksanakan akad. 
e. Masa akad berakhir. 
3. Jual Beli dalam Islam 
a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli  
 
Jual beli secara etimologi dapat diartikan dengan: 
َٓٔٔ.ُمَقابَ َىُة َشٍِْئ ِبَشِْ ٍئ َأْس ِإْعطَاُء َشٍِْئ ِف ُمَقابَ َىِة َشِْئٍ 
Artinya: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau 
memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu yang lain”. 
Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa 
adalah: 
َ.ُمَقابَ َىُة َشٍِْئ ِبَشِْ ٍئ َعَىي َسْجِو اْلُمَعاَسَضةِ 




Para ulama‟ berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli secara 
terminology dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan 





Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Syafi‟i al-Muyasaar, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 
2008), h. 448. 
111
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2016), h. 63. 
tersebut mencapai inti dan tujuan yang sama, pengertian jual beli menurut 
para ulama adalah: 
 ٕٔٔ.ًِْكا َس ََتَىًُّكاُمَباَدلَُة َماٍل ِبَاٍل ََتْىِ 
Artinya: “Tukar menukar harta dengan harta yang berakibat hukum pada 
pemindahan milik dan kepemilikan”. 
Taqiyuddin al-Hishni berpendapat: 
 ٖٔٔ.اْلَمْأُذْسِن ِفِْوِ َعَىي اْلَوْجِو ُمَباَدلَُة َماٍل ِبَاٍل لَابِِىْْيَ لِىتََّصرُِّف بِِإْْيَاٍب َس لَ بُ ْوٍل 
Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat: 
َأْس نَ ْقِل ِمْىٍك ِبِعَوٍض َعَىي اْلَوْجِو اْلَمْأُذْسِن  ُمَباَدلَُة َماٍل ِبَاِل َعَىي َسِبِِْل الت َّرَاِضي
 ٗٔٔ.ِفِْوِ 
Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada 
kerelaan atau perpindahan hak milik dengan ganti/imbalan yang 
dilakukan dengan cara yang diizinkan/dibenarkan syara‟”. 
Abdul Hamid Hakim menjelaskan: 
َّةٍ   .ُمَباَدلَُة َماٍل ِبَاٍل َعَىي َسِبِِْل الت َّرَاِضي َعَىي َسْجٍو ََمُْصْو




Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa 
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Beberapa pendapat di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar 
menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika 
uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan 
sistem barter. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan 




Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk 
menausia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia 
mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita 
butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang 
tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan 
hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarananya adalah 
dengan melakukan transaksi jual beli.
118
 
Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah 
S.W.T dalam al-Qur‟an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam al-
Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang 
sangat membutuhkan keterangan jelas tentang masalah tersebut dari kedua 
sumber utama hukum Islam.
119
 
Dalil yang membolehkantransaksi jual beli yaitufirman Allah S.W.T 
di dalam al-Qur‟an yang berbunyi: 
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...ََٔ َ َُأََحمَّ عََ ٱّللَّ ۡٛ َوََٱۡنثَ َحشَّ ََٔ
 
ْا  ٕ تَ  (٥٧٢َ:انْثَقََشج)َ...ٱنشِّ
Artinya: “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” 
(Q.S Al-Baqarah: 275). 
Pada ayat yang lain Allah S.W.T menjelaskan: 
َٰٓأََُّٚٓا  َٚ ٍََ َتََِٱنَِّزٚ َُُكى ۡٛ َتَ نَُكى  َٕ َأَۡي اْ َٰٕٓ َذَۡأُكهُ َََل ِطمََِءاَيُُْٕا ََعٍَذََشاٖضََٱۡنثَ  َشجً َذَِج  ٌَ َذَُكٕ َأٌَ َٰٓ إَِلَّ
َ ٌَّ َإِ ْاَأََفَُسُكۡى  َٰٕٓ ُ ََلَذَۡقرُه َٔ َ ُُكۡى  ََيِّ اَٱّللَّ ًٗ َتُِكۡىََسِحٛ ٌَ  َ(٥٢َ:انَُِّساء) َكا
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memeakan 
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S al-Nisa‟: 29). 
 
Dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W dijelaskan: 
َّىَّي الىَُّو َعَىِِْو َس َسىََّق ُسِئَل َأيُّ  َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َرِضي الىَُّو َعْنُو َأنَّ النَِّب 
ِِْع َمب ُْرْسرٌ َ:لَالَ َ؟ْسِب َأْطَِبُ اْلكَ  َّحََّحُو )ََعَمُل الرَُّجِل بَِِِدِه َس ُكلُّ بَ  َرَساُه البَ زَّاُر َس 
 ٕٓٔ.(اْْلَاِكقُ 
Artinya: “Diriwayatkan dari Rifa‟ah ibn Rafi‟ Rasulullah S.A.W pernah 
ditanya seseorang tentang usahaapakah yang paling baik? Maka 
Rasulullah S.A.W menjawab: perbuatan seseorang dengan 
tangannya sendiri dan seluruhjual beli yang baik”. 
Berdasarkan nash baik yang bersumber dari al-Qur‟an dan Hadist di 
atas, kaum muslimin telah berijma‟ tentang kebolehan jual beli dan hikmah 
yang terkandung didalamnya.Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak 
bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang 
yang berada ditangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan 
menyerahkan sesuatupun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual 
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beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan 
meghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.
121
 
b. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 
konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual 
kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu 
harus terpenuhi rukun dan syaratnya.
122
 
Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab 
qabul (shȋgat) yang menunjukkan atas perpindahan hak milik antara penjual 
dan pembeli baik dari perkataan ataupun perbuatan. Dan sebagian dari 




Menurut mayoritas ulama‟ rukun jual beli ada empat,
124
yaitu: 
a. Penjual (Bâi‟), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang 
yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap 
dalam melakukan transaksi jual beli (Mukallaf). 
b. Pembeli (Musytarȋ), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan 
hartanya (uangnya). 
c. Ijab qabul (Shīghat), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak 
pembeli untuk melakukan transasksi jual beli, dimana pihak pembeli 
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menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah 
terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. 
d. Barang jualan (al-Ma‟qud „Alaih), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh 
syara‟ untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
125
 
c. Hukum dan Sifat Jual Beli 
Ditinjau dari segi jukum dan sifatnya jumhur ulama‟ membagi jual 
beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan 
jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli 
yang memenuhi ketentuan syara‟, baik rukun maupun syaratnya, 
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sedangkan jual beli yang tidak 
memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak 
(fâsid) atau batal (bâthil). Dengan kata lain, menurut jumhur ulama‟ rusak 
dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama‟ Hanafiyah membagi 
hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batak dan rusak. Perbedaan pendapat 
jumhur ulama‟ dan ulama‟ Hanfiyyyah berdasarkan pada jual beli atau akad 
yang tidak memenuhi ketentuan syara‟. Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa 
akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara‟ harus ditolak atau tidak 
dianggap, baik dalam masalah muamalah dan atau ibadah. Sedangkan 
menurut ulama‟ Hanafiyyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu 
kemaslahatan yang tidak sesuai atau kekurangan dengan ketentuan syariat. 
Abdul Aziz Muhammad Azam menjelaskan dalam bukunya Fiqh 
Muamalat, bahwa hukum jual beli itu ada lima. Jual beli bisa menjadi wajib 
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ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga 
mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf. Imam Al-Ghazali 
menambahkan hukum jual beli dengan menjelaskan, bahwa jual beli bisa 
juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat 
arak, atau kurma  basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak, 
walaupun si pembeli adalah orang non muslim dan selain yang di atas 
hukumnya boleh. 
d. Macam-Macam Jual Beli 
Mayoritas fukaha membagi jual beli menjadi dua bagian.
126
 Dan 
pembagiannya adalah sebagai berikut: 
a. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan 
syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada 
hak khiyar lagi.
127
 Jual beli yang shahih menimbulkan implikasi atau 
akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan.
128
 
b. Jual beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan 
syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum terhadap 
objek akad.
129
 Masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual 
beli  fasid, yaitu: 
1) Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal 
dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual 
beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila, 
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atau jual beli yang objeknya mal ghairu mutaqawwim (benda yang 
tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar‟ii, seperti bangkai dan 
narkoba. Akad jual beli bathil ini mempunyai implikasi hukum berupa 
berupa tidak berpindahan milik karena ia dianggap tidak ada.
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2) Jual Beli Fasid, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, 
namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang-
orang yang cakap hukum (ahliyah) atau jual beli benda yang 
dibolehkan memanfaatkannya. Namun terdapat hal atau sifat yang 
tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli 
itu menjadi rusak.
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 Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk antara 
lain: 




b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang 
digantungkan kepada masa yang akan datang.  
c) Jual beli yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad.  
d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan 
harga tunai (bai‟ ajal).  
e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamr  
f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada 
dua syarat dalam satu akad jual beli.
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 Menurut Syafi‟iyah jual 
beli ini bathil dan menurut Hanafiyah jual beli ini fasid. 
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e. Bentuk-Bentuk Jual Beli 
Berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk 
antara lain: 
a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli (ba‟i) yang menjadi: 
1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan 
konotasinya. 
2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan 
muqayadhah (barter). 
3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf.134 
b. Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk: 
1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli. 
2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang telah 
disepakati, ini dinamakan salam. 
3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan ba‟i ajal 
(jual beli tidak tunai). 
4) Barang dan uang tidak tunai, disebut dengan ba‟i dain bi dain (jual 
beli utang dengan utang).
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c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi: 
1) Ba‟i Musawamah (Jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual 
beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok brang, 
akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk 
ditawar. 
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2) Ba‟i Amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga 
pokok barang lalu menyebutkan harga jual tersebut. Jual beli ini 
dibagi menjadi tiga bagian antara lain: 
a) Ba‟i Murabahah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang 
dan laba. 
b) Ba‟i Al-Wadhiyyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok 
barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. 
c) Ba‟i Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan 
menjualnya dengan harga tersebut.
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f. Saksi Dalam Jual Beli 
Jual beli dianjurkan dihadapan saksi, berdasarkan firman Allah Q.S 
Al-Baqarah: 
ْاَإَِراَذَثَاَٚۡعرَُ ََٔ... َٰٔٓ ُذ ِٓ  ٥َٕٕ...ۡىَ أَۡي
Artinya: “...Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli... 
Demikian ini adalah karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi 
dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sifat 
saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan khususnya bila 
barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). 
Bila barang dagangan itu nilainya sedikit maka tidak dianjurkan 
mempersaksikannya. Ini adalah pendapat imam Syafi‟i, Hanafiyah, Ishaq, 
dan Ayyub. 
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 Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi 
dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat 
ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir. 
g. Berselisih Dalam Jual Beli 
Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya 
berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan 
berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat 
menghilangkan keberkahan dalam jual beli.
137
 Sebagaimana hadist 
Rasulullah S.A.W: 
َّىَّ  الىَُّو َعَىِِْو َسَسىََّق َ:َعْن َأِب ُىرَيْ َرَة َرِضَي الىَُّو َعْنُو َلالَ  ْعُت َرُسوَل الىَِّو  َسَِ
ْىَعِة ُُمِْحَقٌة لِْىبَ رََكةِ :يَ ُقولُ   ٥ٖٔ.(َرَساُه اْلُبَخارِي) اْلَِىُف ُمنَ فَِّقٌة لِىسِّ
Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A berkata, bahwasaanya ia mendengar 
Rasulullah S.A.W bersabda: Bersumpah dapat mempercepat 
lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah” (H.R. 
Bukhari). 
Sebaliknya, pedagang yang jujur, benar dan mengikuti ketentuan 
ajaran islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat, dan orang-orang yang 
mati syahid di hari kiamat kelak.
139
 Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah 
S.A.W: 
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َّىَّ  الىَُّو َعَىِِْو َسَسىََّق لَالَ  التَّاِجُر الصَُّدسُق األَِمُْي َمَع َ:َعْن َأِب َسِعٍِد َعِن النَِّبِّ 
َهَداءِ  َٓٗٔ.(َرَساُه الت ِّْرِمِِْذي) النَِّبَِّْي َسالصِّدِّيِقَْي َسالشُّ
Artinya: “Dari Abi Sa‟id R.A, dari Nabi Muhammad S.A.W beliau 
bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan 
bersama para Nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid” 
(H.R. Tirmidzi) 
Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antar 
penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual 
belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang 
punya barang selama keduanya tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain. 
Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad S.A.W: 
ْىَعِة َأْس يَ َتَتارََكانِ  نَ ُهَما بَ ِ َِّنٌة فَ ُهَو َما يَ ُقوُل َربُّ السِّ َرَساُه ) ِإَذا اْختَ َىَف اْلبَ ِ َِّعاِن َسَلَِْس بَ ِ ْ
َٔٗٔ.(أَبُ ْو َداُسدَ 
Artinya: “Apabila penjual dan pembeli berselisih dan diantara keduanya 
tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang 
mempunyai barang atau dibatalkan” (H.R. Abu Daud). 
h. Etika Dalam Jual Beli 
Etika merupakan cabang dari filsafat etika yang tujuannya mencari 
ukuran baik buruknya tingkah laku seseorang. Secara etimologi, etika 
berasal dari bahasa yunani yaitu ethos (tunggal) ta etha (jamak) yang berarti 
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sikap, cara berfikir, watak, kesusilaan atau adat. Dalam pengertian ini, etika 
identik dengan moral. 
Moral dalam bahasa Indonesia berarti akhlaq atau kesusilaan 
mengandung makna tata tertib batin/ hati nurani yang menjadi pembimbing 
tingkah laku dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari keduanya 
kadangkala diartikan sama sekalipun antar keduanya terdapat perbedaan. 
Moral biasanya dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai atau perbuatan 
tersebut dilihat dari dalam diri orang yang berssangkutan. Sedagkan etika 
dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada dalam suatu kelompok 
masyarakat tertentu. 
Dunia usaha, etika yang dimiliki individu akan mencerminkan 
karakter perusahaan. Etika menjelaskan standar perilaku baik dan buruk 
yang diimplementasikan oleh karyawan dalam suatu perusahaan. Etika yang 
dianut setiap individu karyawan pada akhirnya tercermin dalam standar 
perilaku yang diimplementasikan karyawan dalam bekerja sehari-hari. 
Moral dan etika memiliki fungsi yang sama yaitu memberi orientasi 
bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup ini. Sekalipun antara 
keduanya terdapat perbedaan. Jika moral menunjukkan cara terbaik untuk 
melangkah, etika justru mempersoalkan apakah harus melangkah dengan 
cara itu, dengan kata lain moralitas merupakan suatu pranata (seperangkat 
aturan), sedangkan etika merupakan sikap kritis manusia dala 
merealisasikan moralitas. Singkatnya, etika menghimbau seseorang untuk 
bertindak sesuai dengan moralitas. 
Etika jual beli tidak lain adalah penerapan prinsip etika dalam 
kegiatan jual beli. Etika sebagai acuan yang menyatakan apakah tindakan, 
aktivitas, atau perilaku individu bisa dianggap baik atau tidak. Karenanya, 
etika jual beli akan berbicara baik atau tidaknya suatu aktifitas jual beli. 
Tanpa etika dalam melakukan jual beli, maka jual beli itu bisa saja 
berantakan, tidak beraturan, dan tidak tenteram yang pada gilirannya dunia 
jual beli atau bisnis bisa menjadi sadis dan saling mematikan. 
Sisi sejarah, etika jual beli lahir sekitar tahun 1990. Sekitar tahun 
1960 ekonomi Amerika tumbuh dan berkembang pesat hingga merajai 
bisnis dunia, dilihat dari banyaknya perusahaan Amerika beroperasi di 
beberapa Negara. Bisnis-bisnis besar menggeser posisi kecil menengah di 
dunia industri, kemudian terjadi perkembangan yang cukup signifikan 
dengan munculnya inovasi baru yang tidak selamanya berdampak positif 
bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Kenyataan ini memunculkan 
kritik dari para polotisi dan gerakan swadaya masyarakat dengan tema 
kepentingan publik. Desakan kritik tersebut akhirnya mendorong 
perusahaan-perusahaan untuk merumuskan program tanggung jawab sosial 
perusahaan. 
Terlepas apakah didasarkan kesadaran/ atau keterpaksaan 
momentum ini sebagai titik awal dibahas dan ditelitinya etika jual beli oleh 
berbagai lapisan masyarakat dengan dalih penyelamatan manusia dalam 
jangka panjang. Allah berfirman: 
ِذََ٘ٱۡنثَۡحشََََِٔٱۡنثَشَِّفََِٙٱۡنفََسادَُ ظََٓشََ ۡٚ اََكَسثَۡدَأَ ًَ  ٔٗ…ٱنَُّاطَِتِ
Artinya: “Kerusakan yang terjadi di bumi (darat dan laut) adalah karena 
ulah manusia…” (Q.S. Al-Rum: 41). 
Jual beli akan berkembang, langgeng, maju dan menghadirkan 
ketenteraman baik bagi pelaku jual beli, masyarakat dan juga lingkungan 
manakala dijalankan dengan beretika. Oleh karena itu, sasaran etika jual beli 
mencakup: 
a. Penjual, dalam hal ini etika berfungsi menggugah kesadaran moral 
penjual untuk mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, pelayanana 
hak dan kepentingan orang lain. 
b. Pembeli, dalam hal ini, penjual harus memperhatikan hak dan 
kepentingan pembeli dan masyarakat luas dalam praktek jual beli. Pada 
lingkup ini, etika jual beli berfungsi menggugah masyarakat untuk 
bertindak menuntut penjual agar berdagang secara baik demi terjaminnya 
hak dan kepentingan masyarakat. 
c. Etika jual beli juga mencakup sistem ekonomi yang snagat menentukan 
etis tidaknya suatu praktek jual beli. Dalam lingkup ini etika jual beli 
bersifat makruh sehingga disebut juga etika ekonomi. Dalam konteks 
etika ekonomi yang dibicarakan adalah apakah sistem ekonomi suatu 
negara membenarkan tindakan-tindakan monopoli dan kolusi. 
Prinsip etika yang berlaku pada jual beli pada dasarnya merupakan 
penerapan dari prinsip etika pada umumnya yaitu prinsip yang berlaku 
secara universal. Dalam kegiatan jual beli yang baik, slah satu prinsipnya 
adalah prinsip otonomi dan tanggung jawab, yaitu sikap dan kemampuan 
penjual mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya 
secara otonomi tentang apa yang menjadi kewajiban yang dianggap baik. 
Kemandirian (otonomi) yang disertai dengan tanggung jawab tidak lain agar 
penjual tidak bertindak secara membabi buta. Karena disertai dengan 
tanggung jawab, kesediaan mengambil tanggung jawab pada penjual 
merupakan titik pangkal sebuah moral. 
i. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 
Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara 
lain: 
a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada 
dengan jalan suka sama suka. 
b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang 
diperoleh dengan cara bathil. 
c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dengan rizki yang halal. 
d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). 
e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa, 
karena mendapat rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap 
anugrah Allah swt. 




B. Tinjauan Pustaka 
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Tinjauan pustaka adalah suatu cara untuk mendapatkan gambaran tentang 
hubungan topik dengan penelitian yang sejenis atau suatu penelitian yang 
pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Masalah mengenai jual beli burung 
murai batu kepada konsumen dengan sistem garansi berdasarkan jenis kelamin 
sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya karena sering atau 
pernah dilakukan skripsi sebelumnya. 
1. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian 
yang dilakukan oleh Ramahbub Mahmudi dalam skripsinya yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem 
Fros di Pasar Brantang Surabaya”.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem fros adalah kebiasaan 
yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang burung 
mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang yang memiliki 
spesies atau jenis yang sama. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih 
burung yang dikehendaki secara langsung tanpa ada paksaan dari pihak 
penjual. Alasan pembeli burung membeli burung dengan sistem fros atau 
campur: harga relatif lebih murah, banyak pilihan dan bebas memilih. 
Alasan pedagang burung menjual burung dengan sistem fros: keuntungan 
lebih besar, pengiriman burung dari peternak menjadi meningkat karena 
musim telur burung, peternak burung tidak mengizinkan para agen 10 hanya 
membeli burung jantan saja tetapi juga harus mengambil burung yang betina 
dengan syarat yang disepakati di awal akad, menanggulangi risiko kerugian 
yang diakibatkan burung mati pada saat masa penjualan, sebagian pedagang 
kadang-kadang tidak mengetahui ciri-ciri jantan dan betina.  
Jual beli burung dengan sistem fros menurut tinjauan hukum Islam 
diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Keridhaan 
antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan 
kepuasan tanpa ada paksaan, penekanan, ataupun hal-hal yang dapat 
merugikan pihak satu dengan yang lainnya
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2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Risana 
Jita (2013) “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli burung dengan 
sistem fros (Studi Kasus di Pasar Limpung Batang)”. Dalam penelitian ini 
peneliti menjelaskan bahwa dalam jual beli burung bakal kenari dengan 
sistem borongan disitu banyak unsur kebohongan dan ketidak jelasan 
dimana penjual burung tersebut mencampur burung kenari jantan dan betina 
dijual dalam satu harga dimana pada saat burung kenari itu masih 7 bakalan 
atau masih muda sangat sulit membedakan jantan dan betinannya. Objek 
dari penelitian ini yaitu fokus terhadap jual beli burung bakalan kenari 
dengan sistem borongannya (http://eprints.walisongo.ac.iddi akses pada 
tanggal 02 Oktober 2018). 
3. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari 
Qhoirul amin STAIN Ponorogo, 2012 yang berjudul “Tinjuan hukum Islam 
terhadap praktik jual beli burung anakan”. Yang dijual di pasar burung 
Keluruhan Tonatan Kabupaten Ponorogo. Dalam pratiknya dilakukan 
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dengan cara pembeli membeli anakan burung yang ada di pertokoan 
maupun perjual yang berpindah pindah dari pasar satu kepasar lainnya, yang 
dicari pembeli biasanya adalah anakan burung yang jantan. Biasanya dalam 
praktik jual beli ini ada perjanjian antara pihak penjual dan pembeli kalau 
burung tersebut betina maka bisa di kembalikan atau ditukar dengan yang 
jantan, tapi kenyataannya dalam praktiknya sendiri setelah burung ditukar 
pembeli tidak mendapatkan uangnya kembali 100%, akan tetapi pihak 
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